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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Umum 

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 

nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 

nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 

rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap 

menggunakan ketentuan transliterasi ini. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di  gunakan 

dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional 

maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi 

yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang 

didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Ke  budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 

1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku 

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 

B. Konsonan 

 dl = ؼ Tidak dilambangkan = ا
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 th = ط b = ة

 dh = ظ t = د

 ع ts = س
= „ (koma menghadap ke 

atas) 

 gh = ؽ j = ط

 f = ف ḫ = ػ

 q = ق kh = ؿ

 k = ن d = د

 l = ي dz = ر

 r َ = m = س

 z ْ = n = ص

 s ٚ = w = س

 h = ۿ sy = ش

 sh ٞ = y = ظ

       Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 

awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk 

pengganti lambang “ع”. 
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C. Vokal, Panjang, dan Diftong 

       Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = â misalnya   لبي menjadi qâla 

Vokal (i) panjang = î misalnya   ًل١ menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = û misalnya  ْٚد menjadi dûna 

       Khusus bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah  fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

 Diftong (aw) = ٚ….. misalanya لٛي  menjadi qawlun 

 Diftong  (ay) = ٞ….. misalnya  خ١ش menjadi khayrun  

D. Ta’ marbŭthah (ة) 

       Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya اٌشسبح ٌٍّذسسخ menjadi 

al­risalat li al­mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  

 .menjadi fi rahmatillâh فٝ سؽّخ الله

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 
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       Kata sandang berupa “al” (اي) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 

4. Billâh „azza wa jalla. 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

       Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis  

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan 

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. 

Perhatikan contoh berikut: 

“…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin 

Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 

kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka 

bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di 

berbagai kantor pemerintahan, namun …” 

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan 

kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun 

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan 
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terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân 

Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.” 
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MOTTO 

 

                                                                                            

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar 

disegerakan (datang)nya, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 

persekutukan” (QS. An-Nahl: 1) 

 

“Tak perlu jadi siapapun untuk tahu cerita hidup seseorang. Setidaknya jangan 

memposisikan “dia” seperti diri kamu untuk menilai jalan hidupnya. Karena kamu 

bukan “Tuhan” yang menghidupinya dan juga bukan “dia” yang menjalaninya” 

 

“Bukan hidupnya yang gampang tapi hatinya yang lapang karena bersyukur” 

 

“Karena awan tak selamanya mendung, abu-abu kemudian gelap. Bersabarlah 

Allah selalu memeluk dalam setiap ketakutan. Doaku untuk sekedar memohon 

kalian selamat” (TulisanUwik) 
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ABSTRAK 

Ulfia Nur Faiqoh, 16220087, 2020, Repack Produk Impor Bidang Kesehatan 

Perspektif Hukum Positif dan Saddu Adz-Dzari’ah (Di Lazada 

@Tiensstoremalang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Pembimbing: Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI. 

                                                                                                                                                         

Kata Kunci: Repack; Produk Impor; Kesehatan 

       Berkembangnya zaman dengan banyaknya kebutuhan yang mulai meningkat 
terutama dalam hal kecantikan membuat masyarakat menjadi konsumen aktif 

dalam pembelian produk kecantikan local maupun produk impor. Semakin besar 
tingkat kebutuhan pasar dalam bidang kecantikan semakin dipermudah dengan 

banyaknya aplikasi belanja online yang memudahkan konsumen dan juga 
produsen untuk melakukan proses jual beli dalam jarak yang jauh seperti daerah 
luar pabean. Dengan banyaknya kemudahan ini juga menjadikan banyak penjual 

yang sering melakukan kecurangan dengan menjual produk yang kadang tidak 
sesuai dengan merek dan juga fungsinya. 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana repack produk 
impor bidang kesehatan menurut kajian hukum positif yang berlaku di Indonesia 

dan juga saddu adz-dzari‟ah pada akun lazada @tiensstoremalang. 

       Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris atau bisa 

juga disebut penelitian field reseach. Dalam penelitian ini lebih  menekankan pada 
data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan hukum empiris. Dalam penelitian ini penggumpulan metode 
penelitian menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan internet. Dalam 
metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. 

       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jual beli secara repack menggunakan 
produk tiens yang dijual di lazada @tiensstoremalang menurut undang-undang 

nomor 20 tahun 2016 tentang hak merek merupakan pelanggaran karena 
menggunakan produk orang lain yang mereknya sudah terdaftar tanpa izin, dalam 

permasalahan merek tiens diperbolehkan dengan alasan: (1) pihak perusahaan 
tiens tidak mempermasalahkan maupun menuntut seperti diketahui bahwa merek 
merupakan delik aduan; (2) ada jalinan kejasama antara keduanya dimana pelaku 

repack merupakan member dari perusahaan tiens; (3) tiens tidak pernah 
mempermasalahkan cara penjualan yang dilakukan oleh membernya. Dalam 

perspektif saddu adz-dzari‟ah penjualan secara repack ini  termasuk kedalam jual 
beli yang diperbolehkan karena tidak membawa kedalam jalan yang menimbulkan 
sesuatu yang buruk atau kerugian untuk kedua belah pihak seperti jual beli 

menggunakan obyek yang dilarang atau jual beli dengan cara menipu karena 
dalam proses pembelian produsen akan menjelaskan isinya dan juga kandungan 

yang terdapat dalam produk yang akan dibeli konsumen. 
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ABSTRACT 

Ulfia Nur Faiqoh, 16220087, 2020, Repack of Imported Products in the Field of 

Health Perspective of Positive Law and Saddu Adz-Dzari’ah (In Lazada 

@Tiensstoremalang). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, 
Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 
Malang, Advisor: Akhmad Farroh Hasan, S.Hi., M.SI. 

 

Keyword: Repack; Imported Products; Health 

 

       The development of the times with the many needs that began to increase, 
especially in terms of beauty make people become acdtive consumers in the 

purchase of local beauty products and imported products. The greater the level of 
market needs in the field of beauty is made easier by the many online shopping 

applications that make it easier for consumers and producers to make the process 
of buying and selling over long distances such as areas outside customs. With this 
much convenience it also makes many sellers who often cheat by selling products 

that are sometimes not in accordance with the brand and also its function. 

       The purpose of this study is to find out how to repack imported health 
products according to positive legal studies in force in Indonesia and also saddu 
adz-dzari‟ah on the lazti @tiensstoremalang account. 

       This research belongs to the type of empirical juridical research or can also be 
called field research research. In this study more emphasis on fie ld data as the 

object under study. This research approach uses an empirical legal approach. In 
this study the collection of research methods using interviews, observation, 

documentation, and the internet.  In the method of data analysis this research uses 
descriptive analysis method. 

       The results of this study indicate that the sale and purchase by repack using 
tiens products sold at lazada @tiensstoremalang according to law number 20 of 

2016 concerning trademark rights is a violation because using other people's 
products whose brands have been registered without permission, in matters of the 
tiens brand is allowed on the grounds : (1) the company does not make an issue or 

sue as is known that the trademark is a complaint offense; (2) there is a 
partnership between the two where the repacker is a member of the company; (3) 

Tiens has never questioned the way sales are carried out by its members. In the 
saddu adz-dzari'ah perspective this repack sale includes permitted buying and 
selling because it does not lead to a path that causes something bad or a loss for 

both parties such as buying and selling using prohibited objects or buying and 
selling by cheating because it is in the process producer purchases will explain 

their contents and also the content contained in the products that consumers will 
buy. 
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 اٌّسزخٍع

 

إعادة تغليف المىتجات المستىردة في ، 0202، 78002261ٔٛس ،  أٌف١ب ،فبئمخ

مجال الصحة مه وجهة الىظر القاوىن الىضعي و الشريعة الإسلامية )في 

اٌجؾش اٌغبِؼٟ. لسُ لبْٔٛ اٌزغبسح (. Tiensstoremalang@لازادا 

شػ١خ، و١ٍخ اٌطش٠ؼخ، عبِؼخ ِٛلأب ِبٌه إثشا١ُ٘ الإسلا١ِخ اٌؾى١ِٛخ اٌط

 ِبلأظ، اٌّطشف: أؽّذ فشح ؽسٓ، اٌّبعسز١ش.

 

 اٌػؾخ ;إٌّزغبد اٌّسزٛسدح ;: إػبدح رغ١ٍفضبس٠خ اٌىٍّبد الإ

إْ رطٛس اٌؼػش ِغ وضشح الاؽز١بعبد اٌزٟ ثذأد رشرفغ خبغخ فٟ ِغبي  

١ٓ ٔبضط١ٓ فٟ ضشاء ِسبؽ١ك اٌزغ١ًّ اٌّؾ١ٍخ ٚ اٌزغ١ًّ رغؼً اٌّغزّغ ِسزٍٙى

اٌّسزٛسدح. اصداد ِسزٜٛ اؽز١بعبد اٌسٛق فٟ ِغبي اٌزغ١ًّ ٚ أغجؼ رٌه أسًٙ 

ً اٌّسزٍٙى١ٓ ٚ  ّٙ ثؾضٛس اٌؼذ٠ذ ِٓ رطج١مبد اٌزسٛق ػجش الإٔزشٔذ اٌزٟ رس

إٌّزغ١ٓ ػٍٝ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌطشاء ٚ اٌج١غ ٌّسبفخ ط٠ٍٛخ ِضً إٌّطمخ اٌخبسعخ 

ثبث١بْ. ِغ ٘زٖ اٌسٌٙٛخ اٌىج١شح رغؼً أغٍج١خ اٌجبئؼ١ٓ لبِٛا ثأداء اٌغص ػٍٝ سج١ً 

 اٌّضبي ث١غ إٌّزغبد اٌزٟ لا رٛافك ػٍٝ ِس١ُ إٌّزغبد ٚ ٚظ١فزٙب.

اٌٙذف ِٓ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ ِؼشفخ و١ف١خ إػبدح رغ١ٍف إٌّزغبد اٌّسزٛسدح  

ٟ إٔذ١ٔٚس١ب ٚ اٌطش٠ؼخ فٟ ِغبي اٌػؾخ ٚفمب ٌذساسخ اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ اٌسبسٞ ف

  tiensstoremalang@.الإسلا١ِخ فٟ ؽسبة لاصاد 

٠ٕزّٟ ٘زا اٌجؾش إٌٝ ٔٛع اٌجؾش اٌمبٟٔٛٔ اٌزغش٠جٟ أٚ ٠ّىٓ أْ ٠طٍك  

. أوذ ٘زا اٌجؾش إٌٝ اٌج١بٔبد ا١ٌّذا١ٔخ وّٛضغ ػ١ٍٗ أ٠ضب اٌجؾش ا١ٌّذأٟ

ش٠مخ اٌجؾش اٌّجؾٛس. اسزخذَ ٘زا اٌجؾش ٔٙغب لب١ٔٛٔب رغش٠ج١ب. ٚ عّغُ ط

اٌّسزخذِخ فٟ  ٘زا اٌجؾش ٘ٛ اٌّمبثٍخ ٚ اٌّلاؽظخ ٚ اٌزٛص١ك ٚ الإٔزشٔذ. ٚ فٟ 

 طش٠مخ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اسزخذَ ٘زا اٌجؾش طش٠مخ اٌزؾ١ًٍ اٌٛغفٟ.

أٚضؾذ ٔز١غخ ٘زا اٌجؾش أْ اٌؼ١ٍّخ اٌزغبس٠خ ثطىً إػبدح رغ١ٍف  

 إٌّزغبد "ر١١ٕس"

 إٌّزغبد "ر١١ٕس" ثطىً إػبدح رغ١ٍفح ظٙشد ٘زٖ إٌز١غخ رذي ػٍٝ أْ اٌزغبس

 02ٚفمب ٌٍمبْٔٛ سلُ  tiensstoremalang@اٌزٟ رُ ث١ؼٙب فٟ ؽسبة لاصادا 

 إٌّزغبدػٓ ؽمٛق ػلاِخ اٌزغبسح ٟ٘ ِخبٌفبد، لأْ اسزخذاَ  0278سٕخ 

( 7اٌّسّٛؽخ، سججُٙ :  "ر١١ٕس"ا٢خش٠ٓ دْٚ الإرْ. فٟ ِطىٍخ ػلاِخ اٌزغبس٠خ 

( 0أٚ ٠طبٌت ثأْ ػلاِخ اٌزغبس٠خ عش٠ّخ ضىٜٛ.  "ر١١ٕس" ٌٓ ٠زسبءي اٌطشوخ 
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 ."ر١١ٕس"وْٛ ٔس١ظ اٌزؼبْٚ ث١ّٕٙب، ػبًِ إػبدح اٌزغ١ٍف اٌؼضٛ ِٓ ضشوخ 

ٌٓ ٠زسبءي ػٓ طش٠مخ اٌزٟ أعشا٘ب الأػضبء. فٟ ٔظش سذ اٌزاسػخ  "ر١ٕس"(3

ٌّٓ اٌزغبسح اٌّسّٛؽخ، لأٔٗ لا ٠ؤدٞ إٌٝ ِسبس  ثطىً إػبدح رغ١ٍفاٌّج١ؼبد 

٠سجت ض١ئب س١ئب أٚ خسبسح ٌىلا اٌطشف١ٓ وباٌزغبسح ثبلإؽز١بي. لأْ فٟ ػ١ٍّخ 

 اٌطشاء، س١طشػ إٌّزظ ِضّْٛ إٌّزغبد اٌزٟ س١طزش٠ٙب اٌّسزٍٙىْٛ. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Indonesia menjadi negara dalam tahap berkembang sehingga 

menjadikannya memiliki beragam jenis masyarakat dengan berbagai macam 

cara guna memenuhi kebutuhan hidup, sebagai contohnya adalah transaksi 

dalam jual beli. Jual beli sendiri adalah sebuah kegiatan timbal balik, aktivitas 

atau profesi yang memang sangat dianjurkan untuk menjadi salah satu mata 

pencarian muslim karena Rasulullah pun adalah seorang pedagang. Bahkan 

menurut riwayat salah satu rawi, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam 

salah satu hadits bahwa pekerjaan yang baik bagi seorang pria itu adalah jual 

beli yang mabrur (al-hadits). Diriwayatkan oleh HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath 

Thobroni dan selainnya, dari Ibnu „Umar, Rofi‟ bin Khudaij, Abu Burdah bin 

Niyar dan selainnya :1 

جشُْٚسٍ  َِ ًُّ ث١َغٍْ  وُ َٚ  ِٖ ًِ ث١ِذَِ عُ ًُ اٌشَّ َّ  رِأط١َْتَُ اٌىْسَْتِ ػَ

Artinya : “Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan 

tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” 

       Jual beli atau al bai‟u memiliki beberapa pengertian secara etimologi 

yaitu mengambil, memberikan dan membeli sesuatu. Pengertian tersebut 

dikutip dari sebuah kata ba‟a dimana dalam pengertiannya yaitu seseorang 

                                                 
1
 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kairo: Fathu Lil „Alamil „Arabi: 1999 M), 88 
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dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara menjulurkan tangannya oleh 

penjual maupun pembeli dalam memberikan barang maupun jasa. Sedangkan 

secara terminologi al bai‟u memiliki arti menukar sesuatu dengan tujuan 

untuk memiliki atau mendapatkan yang ditunjukan dengan sebuah akad yang 

sesuai syariat yaitu berupa ucapan atau perbuatan dengan berbagai syarat dan 

rukun yang harus terpenuhi.2  

       Jual beli merupakan sesuatu yang halal dan diperbolehkan, selama dalam 

transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Terkait pembahasan 

transaksi jual beli menurut Islam juga terdapat dalam salah satu ayat Al-

Qur‟an surat An-Nisa: 29 yang berbunyi : 

 ْٓ َْ رغَِبسَحً ػَ ْْ رىَُٛ َ ًِ إلِا أ ُْ ثِبٌجْبَطِ ُْ ث١َْٕىَُ اٌىَُ َٛ ِْ َ ُٕٛا لا رأَوٍُُْٛا أ َِ َٓ آ َّز٠ِ ب اٌ َٙ ُّ  ٠بَ أ٠َ

ُْ سَؽ١ُِ َْ ثىُِ َ وَب َّْ اللََّّ ُْ إِ لا رمَزٍُُْٛا أَْٔفسُىَُ َٚ  ُْ ٕىُْ ِِ  رشََاؼٍ 

Artinya:  
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".3 

 
       Jual beli sendiri merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan 

masyarakat yang merupakan mahluk sosial baik dalam kehidupan sehari-hari 

maupun kebutuhan sekunder dengan melakukan transaksi guna mendapatkan 

laba untuk memenuhi kehidupan. Semakin modern, kebutuhan jual beli sangat 

memiliki potensi besar untuk dilakukan dikalangan masyarakat, mulai dari 

                                                 
2
 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram,(Jakarta : Pustaka Azzam, 

2006), 215 
3
 Qs. An-Nisa‟ (4) : 29 
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jual beli di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, bahkan antara 

personal dengan personal tanpa adanya fasilitas publik. 

       Dengan banyaknya potensi pasar di era sekarang yang juga diimbangi 

dengan banyaknya kebutuhan dari masyarakat dari berbagai aspek seperti 

kebutuhan pokok, skincare, produk kesehatan hingga menjadikan banyak 

sekali peluang bagi beberapa barang asing yang memang sering diminati oleh 

masyarakat yang dibutuhkan dan sesuai manfaat yang diinginkan.  

        Dalam transaksi jual beli di zaman sekarang memiliki dua sistem yaitu 

jual beli secara offline (manual) dan jual beli secara online (internet). Dimasa 

sekarang jual beli offline banyak kita temui ketika kita berada di pasar 

tradisional, mall dan perbelanjaan yang lain yang terjadi dalam satu majelis 

sehingga menjadikan penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung 

dengan barang atau jasa yang memang sudah tersedia. Sedangkan jual beli 

online merupakan jual beli yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan 

media elektronik sebagai majelis dalam bertransaksi untuk kedua belah pihak 

yaitu penjual dan pembeli. Namun di masa sekarang kita tidak dapat 

memungkiri dengan berkembangnya teknologi sehingga menjadikan 

fenomena jual beli online menjadi tumbuh dan berkembang dengan sangat 

cepat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mulai dari jual beli bahan-

bahan primer seperti bahan pokok pangan dan juga kebutuhan sekunder 

seperti pakaian, kerudung, sepatu, tas, buku, dll.  

       Salah satu contoh aplikasi jual beli star up yang berkembang sekarang 

dan banyak diminati oleh masyarakat adalah tokopedia.com, shopee.com, 
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lazada, JD.id, kaskus, maupun jual beli yang dilakukan secara personal bukan 

dengan perusahaan. Dalam pelaksanaan bisnis ini, dukungan dan pelayanan 

terhadap konsumen hampir secara keseluruhan dilakukan secara online 

menggunakan website, whatshapp, line, e-mail sebagai alat bantu, dan 

pengiriman barang menggunakan perusahaan jasa seperti kantor pos, JNE, 

JNT, sicepat, TIKI, dll. 

       Beberapa contoh barang yang sering dicari oleh masyarakat selain 

kebutuhan pokok sehari-hari baik secara online maupun offline seperti di mall, 

Shopee, Tokopedia adalah skincare kecantikan, produk kesehatan, fashion, 

dan kebutuhan elektronik. Di zaman sekarang salah satu yang sudah menjadi 

bahan pokok bagi remaja adalah produk kesehatan dan juga skincare yang 

memiliki berbagai manfaat seperti meninggikan badan dan memang sangat 

diminati oleh kaum perempuan dan juga laki- laki di masa pertumbuhan 

mereka mulai dari remaja hingga dewasa yang memiliki berbagai manfaat 

sesuai yang ditawarkan. 

       Begitu pentingnya skincare dan produk kesehatan untuk menunjang 

penampilan khususnya kecantikan wajah dan badan, yang menjadikan banyak 

sekali diburu oleh remaja dengan berbagai merek dan juga variasi harga yang 

tidak murah.  Hal ini merupakan peluang bisnis untuk melakukan transaksi 

jual beli yang memang sedang dibutuhkan oleh pasar. Untuk memenuhi 

kebutuhan pasar pemerintah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain 

guna melakukan impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Impor produk  

bisa terjadi dikarenakan dampak dari adanya social media seperti instagram, 
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youtube, facebook yang memiliki jangkauan  dunia sehingga menjadikan trend 

itu mudah dilihat dan juga diikuti.  

       Dengan banyaknya peluang pasar yang ada sehingga pedagang Indonesia 

juga ikut andil dalam fenomena ini untuk memperoleh berbagai keuntungan. 

Salah satunya dengan melakukan pembelian produk luar negeri dan 

menjualnya kembali dengan merek mereka sendiri. Hal ini banyak sekali 

terjadi di Indonesia karena memberikan banyak keuntungan bagi penjua l. 

Dengan semakin maraknya kejadian jual beli seperti ini mengakibatkan 

terjadinya penyalahgunaan produk yang semakin meningkat. Sela in 

melakukan penjualan dengan merek mereka sendiri juga melakukan re-pack 

sesuai standar penjual untuk kemudian dipasarkan.  

       Re-pack sendiri memiliki arti mengemas ulang produk yang akan 

dipasarkan kepada konsumen bisa dengan produk yang sama tapi kemasan 

berbeda, juga bisa dengan kemasan sama tapi isi produk berbeda. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan juga mendapatkan pasar dengan 

produk maupun kemasan baru yang dibuat oleh distributor dengan 

memanfaatkan produk yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat luas. 

       Dalam kegiatan re-pack ini yang sering digunakan merupakan produk 

yang berasal dari luar wilayah pabean atau produk impor, dimana yang 

dimaksud dengan produk impor merupakan produk yang berasal atau dikirim 

dari luar wilayah pabean (Malaysia, Thailand, China, dsb) yang sudah 

mempunyai perjanjian kerjasama dengan perusahaan atau individu yang 

berada dalam daerah pabean (Indonesia). 
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       Dalam praktik re-pack yang dilaksanakan juga memiliki berbagai 

kelebihan dan juga kekurangan, dimana salah satu kelebihannya yaitu 

distributor bisa lebih memperkenalkan produk tersebut melalui kemasan yang 

dibuatnya sendiri atau bisa dikatakan mencari pasar untuk kemasannya 

melalui produk lain, juga bisa lebih mendapatkan banyak keuntungan karena 

dalam peengemasan produknya pasti terdapat penakaran ulang. Sedangkan 

kekurangannya yaitu bisa merugikan konsumen dengan adanya pembohongan 

produk yang biasanya dijual lebih mahal harganya daripada harga produk 

semula dengan ukuran yang berbeda juga.  

       Contoh kasus yang terjadi adalah seorang penjual online shop mengemas 

ulang produk impor dari perusahaan luar negeri. Seperti produk peninggi 

badan yang bermerk “Supergrowup” di dalamnya adalah produk calcium dan 

zinc. Padahal calcium dan zinc adalah milik dari produk tiens yang sudah 

terdaftar. Kemudian seorang penjual online mengemas ulang dengan merk-

nya sendiri. Contoh lainnya yaitu seorang distributor mengemas ulang produk 

impor dari perusahaan luar negeri, seperti produk pembesar payudara yang 

bermerk “Health Breast Mask” di dalamnya merupakan produk spirulina dari 

produk tiens  yang sudah terdaftar. Kemudian distributor tersebut mengemas 

ulang yang seharusnya masker ini memiliki fungsi untuk masker wajah dan 

kesehatan wajah tetapi oleh distributor ini digunakan untuk masker pembesar 

payudara.  

       Sebagai negara hukum Indonesia tentu memiliki banyak sekali peraturan 

untuk menciptakan perlindungan hukum bagi warga negaranya dan segala 
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kepentingan mereka demi kemashlahatan bersama. Artinya, sebagai sebuah 

rumah bagi rakyatnya negara Indonesia memiliki kewajiban untuk 

memberikan rasa aman terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki dan sudah 

diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan perlindungan hukum, untuk 

mengantisipasi segala kejadian yang tidak diinginkan terkait hak rakyat 

dibuktikan oleh pemerintah dengan salah satu peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang masalah jual beli secara re-pack dengan penjualan 

menggunakan merek pribadi yaitu terdapat dalam peraturan lingkup Hak 

Kekayaan Intelektual lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Hak Merek yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi 

: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, 

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 

dimensidan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 

(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 

dan/atau jasa.” 4 

       Begitupun dalam hukum Islam dalam melakukan jual beli juga harus 

disesuaikan dengan berbagai kaidah yang diatur dalam Islam. Seperti harus 

menimbulkan mashlahah mursalah dan tidak menimbulkan saddu adz-

dzari‟ah. Sedangkan dalam penelitian ini dengan dilakukannya repack  maka 

termasuk kedalam perkara saddu adz-dzari‟ah terhadap konsumen. Saddu 

adz-dzari‟ah  secara etimologi diartikan dengan menutup jalan agar dalam 

                                                 
4
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek 
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pelaksanaannya tidak menimbulkan suatu al-mafsadah (kerusakan), apabila 

dengan pelaksanaan kegiatan itu akan menimbulkan mafsadah.5  

       Dalam buku karya Asmawi juga dijelaskan bahwa saddu adz-dzari‟ah 

merupakan suatu larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya 

kasus tersebut adalah perkara mubah yang merupakan upaya mujtahid untuk 

penetapannya. Dengan timbulnya larangan ini dimaksudkan sebagai upaya 

untuk menghindari perbuatan maupun tindakan yang dilarang dalam Islam. 

       Kedudukan saddu adz-dzari‟ah memiliki beberapa perbedaan menurut 

beberapa ulama. Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal, pandangan mereka 

mengenai saddu adz-dzari‟ah bahwa mereka menerima sebagai hujjah 

syar‟iyyah.6 Sedangkan al-Syafi‟I dan Abu Hanifah, kedua ulama ini sama dan 

termasuk kedalam golongan yang menerima saddu adz-dzari‟ah sebagai 

hujjah syar‟iyyah sebagai penyelesaian terhadap permasalahan tertentu dan 

juga menolaknya untuk permasalahannya yang lain yang menurut mereka 

tidak sesuai. Golongan ulama Zahiriyyah, terutama Ibnu Hazm memiliki 

pendapat lain dimana mereka menolak secara mutlak saddu adz-dzari‟ah 

dengan arti bahwa mereka menyatakan saddu adz-dzari‟ah bukanlah hujjah 

syar‟iyyah. 7 

       Dengan demikian dengan adanya produk repack yang tidak sesuai antara 

kemasan dan khasiat yang terjadi dilingkungan peneliti maka dalam penelitian 
                                                 
5
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 236 

6
 Hujjah atau Hujjat merupakan istilah yang banyak digunakan dalam Al-Quran dan literature 

Islam yang memiliki makna tanda, bukti, dalil, alas an atau argumentasi. Dalam kata kerja 

“berhujjah” bisa diartikan sebagai “memberikan alasan-alasan”. Kata hujjah juga sering 

disinonimkan dengan kata burhan, yaitu alasan yang valid, sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. (Wikipedia, 

28 April 2020). 
7
 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2018), 142 
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ini dibahas lebih dalam dan detail bagaimana kegiatan jual beli secara repack  

tersebut menurut hukum islam khususnya ditinjau dalam perkara saddu adz-

dzari‟ah. 

        Dari pembahasan diatas tentu permasalahan tersebut tidak bisa dianggap 

sederhana, mengingat transaksi jual beli merupakan sebuah kebiasaan yang 

sangat akrab sekali dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga 

adanya hal semacam ini tentu membuat sebuah permasalahan tersendiri karena 

ketidaknyamanan dan kekurangpuasan dari semua konsumen dalam 

melaksanakan sebuah transaksi jual beli.  

       Sebagai negara hukum tentu hal ini harus segera ditindak lanjuti dengan 

berpedoman berbagai aturan dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Dari 

berbagai permasalahan yang terjadi tersebut terkait dengan jual beli penulis 

mencoba untuk menelaah lebih detail terkait dengan peran dan tugas  

pemerintah dalam memberlakukan pengawasan atas Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang sering terjadi penyalahgunaanya 

dimana hak merek merupakan suatu perkara yang berhubungan dekat dengan 

konsumen melalui Repack Produk Impor Bidang Kesehatan Perspektif 

Hukum Positif dan Saddu Adz-Dzari’ah di Lazada @tiensstoremalang. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di sudah dibahas, pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap repack produk 

impor oleh pengusaha online pemilik @tiensstoremalang ?  
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2. Bagaimana tinjauan saddu adz-dzari‟ah di Indonesia terhadap repack 

produk impor oleh pengusaha online pemilik @tiensstoremalang ? 

C. Tujuan  

       Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tinjauan hukum positif tentang repack produk impor oleh 

pengusaha online. 

2. Mengetahui tinjauan saddu adz-dzari‟ah di Indonesia tentang repack 

produk impor oleh pengusaha online. 

D. Manfaat 

       Berdasarkan pokok permasalahan di atas, manfaat pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membantu 

lebih mengetahui mengenai hukum positif dan hukum Islam adanya 

penyalahgunaan produk impor dan dapat membuktikan dengan 

menggunakan teori. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan pelanggaran hak 

merek dapat diminimalisir guna meningkatkan kepercayaan masyarakat 

pada pemerintah terkait dengan pelayanan dan juga upaya yang dilakukan 

pemerintah guna menjamin dan memberikan perlindungan hukum agar 

penerapan dan manfaat adanya peraturan lebih dirasakan oleh masyarakat 
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terutama menerapkan hukum perlindungan konsumen bagi para pelaku 

usaha dan juga konsumen. 

3. Manfaat Sosial 

Untuk pemerintah agar lebih memahami lagi mengenai aturan yang 

ditetapkan negara terkait dengan hak merek dan juga hukum perlindungan 

konsumen dan juga hukum Islam di Indonesia. 

E. Definisi Operasional 

       Dari beberapa hal yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa 

hal penting yang harus diketahui dan juga dipahami sebelum penelitian 

dilanjutkan. Adapun penulis dalam melakukan penelitian harus memahami 

maksud dan arti setiap suku kata yang digunakan sebagai judul dalam 

penelitian . Oleh sebab itu akan dipaparkan beberapa penjelasan mengenai 

maksud dari judul penelitian ini sebagai berikut:  

1. Impor 

       Impor secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

pengambilan suatu barang dari daerah luar pabean ke dalam daerah pabean 

atau bisa dikatakan dari luar negeri ke dalam negeri yaitu Indonesia. Dalam 

melakukan proses ini harus ada minimal dua orang maupun perusahaan 

yang melakukannya dengan berbagai perjanjian dan juga persyaratan yang 

telah dipenuhinya. Dalam pengaturannya sendiri terdapat beberapa 

Undang-undang tentang bea cukai produk ekspor impor dimulai dari 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan adanya undang-
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undang inilah yang memuat tentang keberadaan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai di Indonesia.8 

2. Produk Kesehatan 

       Produk Kesehatan adalah suatu produk yang diproduksi dengan tujuan 

sebagai konsumsi masyarakat yang membutuhkan dan memiliki berbagai 

manfaat bagi tubuh dengan berbagai kandungan alami maupun kimia yang 

terdapat di dalamnya. Dalam era sekarang banyak sekali beredar di 

pasaran produk kesehatan dalam negeri atau local maupun dari luar negeri.    

Hal ini digunakan untuk memenuhi  berbagai kebutuhan masyarakat local 

yang semakin hari bertambah sesuai kebutuhan dan juga beraneka ragam, 

mulai dari obat luar seperti minyak untuk luka bakar sampai dengan obat-

obatan yang dapat membantu tinggi badan, menambah berat badan dan 

masih banyak lagi. 

3.  Repack 

       Kemasan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melindungi 

atau meminimalisir kerusakan pada barang yang ada didalam kemasan. 

Menurut Wikipedia pengemasan adalah suatu proses yang terstruktur 

untuk menjadikan suatu barang bisa diperdagangkan, didistribusikan, 

disimpan, dijual dan juga dipakai suatu waktu. 9  Menurut Kotler dan 

Amstrong kemasan adalah suatu bentuk proses yang melibatkan berbagai 

desain serta produk, sehingga kemasan ini dapat berfungsi untuk 

melindungi produk didalamnya. Sedangkan menurut Titik Wijayanti 

                                                 
8
 I Komang Oko Berata, Panduan Praktis Ekspor Impor, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 6 

9
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan, diakses pada 5 September 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemasan
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kemasan adalah sebuah upaya dari perusahaan untuk melindungi arang 

dan juga memberikan informasi dari barang yang dipasarkan tersebut, baik 

kandungan, bahan dan sebagainya. 10  Berdasarkan beberapa pengertian 

yang dijabarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa re-pack adalah suatu 

pengemasan ulang barang yang akan diperdagangkan atau didistribusikan 

kepada masyarakat atau pasar. 

4.   Hukum Positif 

       Di dalam ilmu hukum positif, istilah-istilah jenis pertama itu 

dinamakan sebagai “pengertian yang yuridis-relevant. Jenis yang kedua 

yang membuat mungkinnya terbentuk pengertian yang pertama itu. 

Pengertian itu bersifat abstrak-teoretis dan dinamakan sebagai pengertian 

hukum yang murni atau pengertian hukum yang sebenarnya. Von Jhering 

di dalam tahun 1858 sudah mengemukakan adanya dua macam cabang 

ilmu hukum positif tersebut. Masing-masing cabang itu disebutnya dengan 

istilah Jerman sebagai Jurisprudenz. Yaitu”niedere Jurisprudenz” atau 

ilmu hukum positif tingkat rendah dan “hohere Jurisprudenz” atau ilmu 

hukum positif tingkat tinggi. Perbedaan antara keduanya terletak pada 

batas wilayah studi yang dilakukan oleh masing-masing jenis 

Jurisprudenz.  

       Ilmu hukum positif berada di dalam taraf yang begitu tinggi yang 

berawal bergerak dari kegiatan yang hanya membantu melakukan suatu 

pengumpulan unit-unit yang terpisah-pisah menjadi kegiatan yang 

                                                 
10

 https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-kemasan.html, diakses pada 5 September 

2019 

https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-kemasan.html
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mempersatukan serta mengisinya dengan ilmu yang mengandung seni dan 

ilmu pengetahuan sekaligus. Sebagai ilmu yang sejajar dengan ilmu 

pengetahuan alam atas dasar metode inilah ilmu hukum positif tingkat 

tinggi itu dalam hal bekerjanya akan sanggup mengungkapkan segala hal 

yang merupakan alam rahasia dari  jurisprudenz.11 

5.  Saddu Adz-Dzari’ah 

     Secara bahasa mengandung nada yang tidak memberikan penilaian 

terhadap hasil perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Arti netral atau tidak 

membedakan ini yang digunakan oleh Ibnu Qayyim untuk merumukan 

definisi dari dzai‟a, yaitu :“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan 

kepada sesuatu”. Badran dalam mendefinikan tentang dzari‟ah memiliki 

pandangan yang tidak netral yaitu: “Apa yang menyampaikan kepada 

sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”. Untuk 

menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, kata dzari‟ah 

itu didahului dengan saddu (ّسد) yang artinya “menutup”; maksudnya 

adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. 

       Wahba Zuhaili termasuk kedalam salah satu ulama yang setuju 

dengan definisi netral seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim diatas. 

Menurut pembahasan hukum taklif  mengenai “wajib” telah dipaparkan 

bagaimana hukumnya untuk melakukan segala sesuatu yang 

mengakibatkan mendahului suatu perbuatan wajib atau “muqoddimah 

wajib”. Maka hal ini bisa dikatakan sebuah washilah (perantara) untuk 

                                                 
11

 Mohammad Koesnoe, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, (Surabaya: Airlangga University 

Press, 2010), 37 
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melakukan suatu perbuatan yang dikenal hukum, maka ia disebut dzari‟ah. 

Oleh sebab itu semua penulis dan juga ulama ushul mencantumkan 

pembahasan mengenai moqoddimah wajib kedalam pembahasan tentang 

dzari‟ah; karena dianggap sama yaitu sebagai perantara kepada sesuatu. 

6. Tiensstoremalang 

       Merupakan suatu akun yang berada dalam rental aplikasi bisnis online 

Lazada dengan pengikut 1.8 ribu. Dibuat oleh owner yaitu bapak Oryza 

Indo Putra pada tahun 2012 yang sekarang memiliki penjualan setiap 

harinya mencapai 30 pesanan dengan omset 20 juta setiap bulan. Dalam 

jual beli ini owner menyediakan berbagai bentuk obat herbal seperti 

masker spirulina, teh untuk menurunkan berat badan, obat pembesar 

payudara, obat pembesar penis, dsb.12 

F. Sistematika Pembahasan 

       Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis secara berurutan, 

terstruktur dan juga saling berhubungan antara bab satu dengan bab 

selanjutnya. Maka penulis menggambarkan secara singkat susunan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I : Membahas tentang pendahuluan yang didalamnya terdapat lima 

point yang dibahas yakni: latar belakang masalah yang dibahas 

dalam penelitian sebagai upaya penulis untuk memperjelas tentang 

timbulnya ide suatu masalah yang akan diteliti. Setelah latar 

belakang dibahas kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan 

                                                 
12

 Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020) 



16 
 

 

terhadap pokok permasalahan yang kemudian menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya dalam 

point ketiga dan keempat terdapat tujuan dan manfaat dari 

penelitian yang akan dilakukan serta beberapa perkara yang 

dimaksudkan untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan 

paparan yang nyata dan juga logis serta sistematis dan dapat 

dengan mudah dipahami. Dalam bab ini juga terdapat sistematika 

pembahasan untuk isi dari penelitian ini secara umum. 

BAB II : Dalam bab ini yang diuraikan adalah tinjauan pustaka yang 

menjelaskan secara teoritis landasan yang digunakan, dimana 

didalamnya terdapat beberapa poin yaitu : penelitian terdahulu, 

definisi operasional dan beberapa kajian teori tentang hak merek. 

BAB III : Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis 

untuk mendapatkan data dan juga mengolah data dalam penelitian 

untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam 

metode penelitian terdapat beberapa poin yaitu : (1) jenis penelitian 

dimana hal ini menentukan jenis penelitian apa yang akan 

digunakan oleh penulis untuk mendapatkan jenis data yang akan 

dicari, (2) pendekatan penelitian guna menentukan dari sisi mana 

penelitian ini dilakukan dan juga diselesaikan, (3) lokasi penelitian 

dimaksudkan agar pembaca memahami bahwa hasil dari penelitian 

ini merupakan sampel dan berlaku dalam circle apa, (4) jenis dan 

sumber data dalam poin ini menjelaskan tentang jenis data yang 
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diperlukan dalam jenis penelitian yang akan dibahas dengan bahan 

primer sekunder dan tersier data yang akan digunakan, (5) metode 

pengumpulan data merupakan poin dimana dalam menyelesaikan 

suatu penelitian dengan jenis data yang sudah ditetapkan oleh 

penulis maka dalam tahap ini penulis diharapkan untuk 

mendapatkan data tersebut dengan berbagai cara yang sudah 

dianjurkan seperti wawancara, (6) metode analisis data merupakan 

tahap akhir dari semua data guna mendapatkan kesimpulan 

terhadap penelitian yang dilakukan. 

BAB IV : Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan 

uraian terhadap semua data yang telah ditetapkan dan juga yang 

telah diperoleh oleh penulis dalam metode penelitian dimana 

dalam bab ini akan membahas dan juga memaparkan hasil secara 

menyeluruh dari laporan penelitian. Dalam bab ini penulis akan 

memaparkan semua data yang diperoleh selama penelitian secara 

lengkap, jelas mengenai profil secara umum dari obyek yang 

diteliti, penyajian data secara menyeluruh dari hasil penelitian, 

serta analisis data yang akan menimbulkan adanya kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V : Berisi penutup, terdapat beberapa poin yang dimaksudkan sebagai 

ucapan terimakasih dan sekaligus proses penutupan pada penelitian 

ini. Dimana dalam bab ini terdapat beberapa poin yaitu: (1) 

kesimpulan dari pemaparan data yang telah dilakukan oleh penulis 
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dalam bab empat; (2) saran yang dikemukakan sekaligus 

dianjurkan oleh penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang 

sudah dipaparkan dengan jelas dan sistematis terhadap penelitian 

yang telah dilakukan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

       Dalam penelitian terdahulu akan menjelaskan dan juga memaparkan 

mengenai persamaan dan juga perbedaan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis dengan penelitian lain yang sudah terlebih dahulu 

dilakukan. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah untuk menghindari 

terjadinya beberapa hal yang dilarang seperti duplikasi dan plagiasi 

(copyright). Hal ini juga digunakan untuk menghindari berbagai kemungkinan 

diatas juga guna untuk menjaga orisinilitas dari penelitian yang dilakukan 

oleh setiap penulis, berikut akan dipaparkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya : 

1. Skripsi oleh Arisma Sri Wahyuni, “ Jual Beli Beras Oplosan dalam 

Kemasan Ditinjau dari Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum 

Islam (Studi Kasus di Penggilingan Padi UD. AJI ABADI di Desa 

Salak Kembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung),  

IAIN Tulungagung Tahun 2018. 

       Penelitian Arisma Sri Wahyuni terkait dengan transaksi jual beli beras 

oplosan dalam kemasan dimana dalam barang yang dijual yaitu beras 

dicampur dengan cara padi yang memiliki kualitas buruk digiling dengan 

padi hasil pertanian masyarakat yang dianggap memiliki kualitas bagus 

sehingga akan menghasilkan beras yang tercampur menjadi satu. 
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       Metode penelitian yang digunakan oleh Arisma Sri Wahyuni 

merupakan metode kualitatif (field research). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan  dalam teknik analisis data Arisma Sri Wahyuni 

menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

       Hasil dari penelitian Arisma Sri Wahyuni terdapat tiga kesimpulan 

dimana bahwa benar dalam UD. AJI ABADI melakukan jual beli beras 

oplosan dengan menggunakan dua cara yang menimbulkan tidak ada 

kecurigaan bagi konsumen dimana dalam melakukan oplosan 

menggunakan cara manual. Sedangkan menurut hukum konvensional hal 

ini merupakan suatu keadaan yang menghambat terpenuhinya hak dari 

konsumen untuk mendapatkan barang sesuai yang diharapkan dengan 

harga yang dibayarkan dan juga yang sudah ditentukan dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam 

hukum Islam juga dijelaskan bahwa jika dalam jual beli obyeknya 

mengandung unsur tidak jujur atau menipu sehingga dapat mengakibatkan 

kerugian bagi salah satu pihak maka akad yang dilakukan tersebut tidak 

sah untuk melaksanakan jual beli.  

       Persamaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis sama-sama 

mengambil masalah tentang penjualan produk yang sudah di packaging 

ulang oleh distributor.  
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       Perbedaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis terletak 

dalam pokok permasalahan yang dilakukan Arisma Sri Wahyuni adalah 

pembahasan mengenai dilakukannya pencampuran beras yang sudah 

berkualitas buruk dengan beras yang masih memiliki kualitas baik melalui 

penggilingan untuk kemudian dipasarkan atau didistribusikan kepada 

masyarakat. Perbedaan penelitian Arisma Sri Wahyuni dengan penulis 

terletak pada objek yang diteliti, jika penulis meneliti packaging atau 

merek yang memang di desain untuk menjual produk dari merek 

perusahaan lain yang dalam pemasarannya menggunakan merek pribadi 

sedangkan penelitian Arisma Sri Wahyuni meneliti tentang isi produk 

yang dipasarkan.  

2. Skripsi oleh Adella Farah Fadhilah A., “Penegakan Hukum Atas 

Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan 

Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M),” Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2018. 

       Penelitian oleh Adella Farah Fadhilah A. terkait dengan jual beli yang 

dilakukan dengan menggandakan suatu produk yaitu VCD/DVD dengan 

jumlah yang banyak sehingga dapat dijual dengan harga yang relative 

murah yang mengakibatkan kerugian dari produk yang orisinil atau asli 

karena perbedaan harga yang terlalu signifikan, juga da lam kasus yang 

diangkat oleh Adella Farah Fadhilah A. menyebabkan adanya pelanggaran 

hak cipta dari penggandaan DVD/VCD tersebut tanpa adanya izin dari 

pemilik lagu atau orang yang bersangkutan dengan karya yang asli tersebut. 
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       Metode penelitian yang digunakan oleh Adella Farah Fadhilah A.  

yaitu dengan jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan penelitian normative-yuridis. Dalam pengumpulan data 

penelitian ini melakukan berbagai pengkajian terhadap beberapa literature 

seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal (library research), 

dan studi putusan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

       Hasil dari penelitian Adella Farah Fadhilah A. disimpulkan bahwa 

yang menjadikan kegiatan pembajakan ini tidak bisa dilakukan tindakan 

penegasan oleh pihak kepolisian adalah karena alasan pelaku dalam 

melakukan ini yaitu faktor kekurangan dalam hal ekonomi dimana 

pembajakan mayoritas sering dilakukan dan dimanfaatkan keberadaannya 

oleh pedagang kaki lima yang dilatarbelakangi untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk 

hal komersil.  

       Persamaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis sama-

sama mengambil masalah tentang pelanggaran terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual yang dilakukan dengan cara melakukan penjualan suatu produk 

tanpa adanya produk yang orisinil atau dengan packaging dari distributor 

bukan yang asli yang dikeluarkan oleh label atau manajemen tertentu atau 

perusahaan yang bersangkutan.  

       Perbedaan penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis adalah 

pembahasan dan permasalahan yang dilakukan dimana Adella Farah 

Fadhilah A. melakukan pembahasan tentang pembajakan DVD/VCD 
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berdasarkan Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M yang merugikan 

pihak pemilik asli lagu tersebut, sedangkan penulis melakukan pembahasan 

tentang pengemasan ulang (re-pack) produk impor dengan merek yang 

sudah terdaftar dan kemudian melakukan pemasaran tetapi tidak 

menggunakan merek dari produk asli tersebut tetapi diganti dengan merek 

pedagang atau distributor sendiri tetapi untuk isinya tetap menggunakan 

produk yang asli yang juga memiliki perbedaan fungsi. Perbedaan 

penelitian Adella Farah Fadhilah A. dengan penulis juga terletak pada 

obyeknya, dimana penulis obyeknya produk impor yang dikemas ulang 

dengan merek yang berbeda, sedangkan Adella Farah Fadhilah A. yaitu 

tentang DVD/VCD bajakan yang marak di pasaran lokal yang menjadikan 

banyaknya kerugian secara komersil bagi para pemilik atau pencipta lagu 

yang asli. 

3. Skripsi oleh Monarisa Salsabila, “Perlindungan Konsumen Terhadap 

Produk Kosmetik yang Dijual Secara Online di Kota Banda Aceh,” 

Universitas Syiah Kuala  Tahun 2015. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Monarisa Salsabila merupakan 

penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan yang 

seharusnya diberikan dan juga dimiliki oleh konsumen dari distributor atau 

penjual yang banyak sekali melakukan kecurangan dengan melakukan 

penjualan kosmetik yang banyak sekali oplosan juga kosmetik yang palsu 

tetapi dengan menggunakan merek yang memang sudah dikenal oleh 

hampir seluruh lapisan masyarakat. Dari permasalahan yang diangkat oleh 
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Monarisa Salsabila hal ini banyak sekali menimbulkan kerugian dan juga 

pelanggaran yang terjadi karena banyaknya kecurangan yang dilakukan 

oleh distributor termasuk menurut Undang-undang perlindungan 

konsumen. 

      Metode penelitiannya yaitu dengan jenis penelitian menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-empiris. 

Pengumpulan data penelitian ini melakukan pengkajian terhadap beberapa 

sumber data seperti perundang-undangan, buku dan jurnal (library 

research), dan studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. 

       Hasil dari penelitian Monarisa Salsabila disimpulkan bahwa dalam 

transaksi jual beli secara online ada empat tahap, yaitu: penawaran suatu 

produk, penerimaan yang dapat dilakukan sesuai penawaran, pembayaran 

yang dilakukan dengan mentransfer via anjungan tunai mandiri (atm), dan 

pengiriman barang. 

       Persamaan penelitian Monarisa Salsabila dengan penulis adalah dalam 

penelitian ini membahas tentang kosmetik yang dalam penjualannya 

kurang mencantumkan hal-hal yang diharuskan untuk dicantumkan seperti 

yang sudah tertera dalam peraturan yang dalam penerapannya dan juga 

tata caranya sudah ada dalam undang-undang. Dengan adanya peraturan 

diharapkan agar dalam proses transaksi jual beli antara konsumen dengan 

produsen tidak terjadi kesalahpahaman tentang produk yang dijual 

maupun dibelinya dan tidak terjadi kerugian disalah satu pihak. 
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       Perbedaan penelitian Monarisa Salsabila dengan penulis adalah 

mengenai obyek yang diteliti dimana dalam penelitian Monarisa Salsabila 

membahas tentang penelitian kosmetik yang beredar dengan tanpa 

memberikan merek sedikitpun sedangkan dalam penelitian penulis obyek 

yang digunakan merupakan produk yang penjualannya menggunakan 

merek pribadi tetapi tetap menggunakan produk dari merek yang sudah 

dikenal oleh masyarakat dengan memberikan atau mencantumkan manfaat 

yang berbeda juga ukuran yang berbeda yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.  

 

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No 

Nama/Jurusan
/Fakultas/ 

Universitas/ 
Tahun 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1. Arisma Sri 
Wahyuni / 

Hukum 
Ekonomi 
Syariah / IAIN 

Tulungagung/ 
Tahun 2018  

Jual Beli 
Beras 

Oplosan 
Dalam 
Kemasan 

Ditinjau Dari 
Perspektif 

Hukum 
Konvensional 
Dan Hukum 

Islam (Studi 
Kasus Di 

Penggilingan 
Padi UD. AJI 
ABADI Di 

Desa Salak 
Kembang 

Kecamatan 

Persamaan 
penelitian 

Arisma Sri 
Wahyuni dengan 
penulis sama-

sama mengambil 
masalah tentang 

penjualan produk 
yang sudah di 
packaging ulang 

oleh distributor. 
 

Perbedaan penelitian 
Arisma Sri Wahyuni 

dengan penulis 
terletak pada pokok 
permasalahan yang 

dilakukan Arisma Sri 
Wahyuni adalah 

pembahasan 
mengenai 
dilakukannya 

pencampuran beras 
yang sudah 

berkualitas buruk 
dengan beras yang 
masih memiliki 

kualitas baik. 
Sedangkan penulis 

meneliti packaging 
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Kalidawir 

Kabupaten 
Tulungagung) 

yang memang di 

desain untuk menjual 
produk dari merek 

lain dengan 
menggunakan merek 
pribadi. 

2. Adella Farah 

Fadhilah 
A./Jurusan 

Ilmu Hukum/ 
Universitas 
Islam Negeri 

Syarif 
Hidayatullah 

Jakarta/Tahun 
2018 

Penegakan 

Hukum Atas 
Pelanggaran 

Hak Cipta 
Terhadap 
VCD/DVD 

Bajakan 
(Studi 

Putusan 
Nomor 
50/Pid.B/2012

/PN.M) 

Persamaan 

penelitian Adella 
Farah Fadhilah 

A. dengan 
penulis sama-
sama mengambil 

masalah tentang 
pelanggaran Hak 

Kekayaan 
Intelektual yang 
dilakukan 

dengan cara 
melakukan 

penjualan suatu 
produk tanpa 
adanya produk 

yang orisinil atau 
dengan 

packaging yang 
asli yang 
dikeluarkan oleh 

label atau 
manajemen 

tertentu.  
 

Perbedaan penelitian 

Adella Farah 
Fadhilah A. dengan 

penulis adalah 
pembahasan dan 
permasalahan yang 

dilakukan dimana 
Adella Farah 

Fadhilah A. 
melakukan 
pembahasan tentang 

pembajakan 
DVD/VCD 

sedangkan penulis 
melakukan 
pembahasan tentang 

pengemasan ulang 
(re-pack) produk 

impor dari produk 
yang sudah terdaftar 
mereknya untuk 

kemudian melakukan 
pemasaran tetapi 

tidak menggunakan 
merek dari produk 
asli tersebut tetapi 

diganti dengan merek 
pedagang atau 

distributor sendiri. 

3. Monarisa 
Salsabila/ 
Fakultas 

Hukum/ 
Universitas 

Syiah Kuala/ 
Tahun 2015 

Perlindungan 
Konsumen 
Terhadap 

Produk 
Kosmetik 

yang Dijual 
Secara Online 
di Kota Banda 

Aceh 

Persamaan 
penelitian 
Monarisa 

Salsabila dengan 
penulis adalah 

dalam penelitian 
ini membahas 
tentang kosmetik 

yang dalam 
penjualannya 

kurang 

       Perbedaan 
penelitian Monarisa 
Salsabila dengan 

penulis adalah 
mengenai obyek 

yang diteliti dimana 
dalam penelitian 
Monarisa Salsabila 

membahas tentang 
penelitian kosmetik 

yang beredar dengan 
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mencantumkan 

hal-hal yang 
memang harus 

dicantumkan 
sesuai dengan 
kriteria dan 

aturan yang 
sudah diatur dan 

diharuskan 
penerapannya 
dalam undang-

undang yang 
berlaku. 

tanpa memberikan 

merek sedikitpun 
sedangkan dalam 

penelitian penulis 
obyek yang 
digunakan 

merupakan produk 
yang penjualannya 

menggunakan merek 
pribadi tetapi tetap 
menggunakan 

produk dari merek 
yang sudah dikenal 

oleh masyarakat 
dengan memberikan 
atau mencantumkan 

manfaat yang 
berbeda juga ukuran 

yang berbeda yang 
bertujuan untuk 
mendapatkan 

keuntungan yang 
lebih banyak.  

 

B. Kajian Teori 

1. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

       Al-bai‟ (jual beli) atau dapat disebut dengan asy- syira‟, al-

mubadah, dan at-tijarah.13  Transaksi jual beli merupakan perjanjian 

tukar barang antara penjual dan pembeli dimana terdapat akad 

didalamnya dan terjadi kerelaan diantara keduanya. Jual beli 

merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam islam 

                                                 
13

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73 
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memiliki bebeapa dasar hukum yang memperbolehkan adanya akad 

jual beli, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah: 275 

ًَّ اللهُ ا ََ اٌشِّ أؽََ َٚ ؽَشَّ (ثبَ... )اٌجمشحٌج١َْغَْ   

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”. 

       Dalam Al-Qur‟an dijelaskan secara gamblang bahwa Allah SWT 

menghalalkan dilakukannya jual beli oleh umat muslim, oleh karena 

itu hukum dilakukannya jual beli itu sendiri adalah mubah (boleh). 

Maka setiap manusia boleh dalam melakukan jual beli. Namun jangan 

disalahartikan bahwa semua kegiatan transaksi jual beli adalah boleh.  

Dalam Islam melakukan beberapa hal selalu memiliki berbagai aturan 

pelaksanaannya seperti halnya jual beli juga terdapat beberapa aturan 

seperti perkara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. 

Beberapa transaksi jual beli yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan 

dalam Islam yaitu melakukan transaksi jual beli dengan sistem gharar 

(penipuan). Jual beli tersebut dilarang karena merugikan salah satu 

pihak. 

b. Syarat dan Rukun Jual Beli 

       Dalam melakukan berbagai hal Islam selalu memiliki aturan 

seperti halnya transaksi jual beli, dalam melakukannya harus memenui 

beberapa syarat dan rukun agar akad yang dilakukan tersebut sah, 

diantaranya syarat dari jual beli adalah:14 

1) Syarat orang yang berakad 

                                                 
14

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 70 
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a) Berakal 

b) Orang yang melakukan akad itu tidak boleh sama atau berbeda 

orang. Maksudnya, dalam melakukan proses transaksi harus 

ada dua pihak yang berada dalam satu majelis atau bisa 

dikatakan bahwa tidak boleh seseorang bertindak sebagai 

pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan. 

2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul 

a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal. 

b) Qabul sesuai dengan ijab. 

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. 

3) Syarat yang diperjual belikan 

a) Barang yang menjadi obyek dari jual beli tersebut bias 

berbentuk ada saat jual beli dilakukan atau tidak ada dalam jual 

beli berlangsung tetapi penjual memiliki kesanggupan atas 

barang tersebut. 

b) Barang yang menjadi obyek akad memiliki manfaat bagi 

manusia atau orang yang membelinya. 

c) Kepemilikan terhadap barang atau obyek yang diakadkan 

tersebut jelas adanya. 

d) Barang yang menjadi obyek jual beli kepemilikannya dapat 

langsung diserahkan pada saat akad berlangsung ataupun pada 

waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. 

4) Syarat nilai tukar (harga barang) 
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a) Dalam jual beli harga yang telah disepakati harus jelas 

jumlahnya. 

b) Penyerahan harga dapat dilaksanakan pada saat transaksi 

berlangsung. 

c) Apabila jual beli dilakukan secara tukar menukar barang 

dengan barang (barter), maka barang yang digunakan sebagai 

obyek nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟. 

Sedangkan rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:15 

1) Akad (ijab qabul) 

Merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh penjual dan 

pembeli sebagai syarat sahnya jual beli barang yang dilakukan. 

Dalam pelaksanaan jual beli belum dikatakan transaksi itu sah 

apabila dalam pelaksanaannya belum mengucapkan ijab dan qabul 

bagi kedua belah pihak sehingga dengan adanya ijab dan qabul 

akan menunjukan kerelaan terhadap transaksi yang dilakukan. Ijab 

qabul boleh dilakukan dengan lisan, tulisan dan juga isyarat. 

2) Orang-orang yang berakad. 

 Ada 2 pihak yaitu bai‟ (penjual) dan mustari (pembeli). 

3) Ma‟kud „alaih. 

Ma‟kud „alaih adalah obyek yang digunakan dalam jual beli 

dimana barang tersebut merupakan barang-barang yang bermanfaat 

menurut pandangan syara‟. 

                                                 
15

 Sohari Syahrani dan Ruf'ah Abdullah , Fikih Muamalah, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011),  77 



31 
 

 

4) Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang 

memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (store of value), 

bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan 

bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange). 

2. Hak Kekayaan Intelektual 

       Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang dengan sigap 

telah menetapkan dan meratifikasi pembentukan World Trade 

Organization (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1994. Konsenkuensi untuk negara yang telah bersedia untuk 

menjadi anggota dari WTO adalah melaksanakan penyesuaian peraturan 

perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

WTO merupakan kewajiban baru bagi para anggota. 16 

       HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right 

(selanjutnya disebut IPR) yang diartikan sebagai hak atas kekayaan yang 

timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada dasarnya 

adalah perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan 

menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “Intellectual Property Right”. 

       Konsepsi mengenai perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh 

seseorang dengan timbulnya peraturan mengenai HKI didasarkan pada 

pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang telah dihasilkan manusia 

memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Karena dengan 

                                                 
16

  Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI 

Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1 



32 
 

 

banyaknya pengorbanan tersebut sehingga dapat menjadikan suatu karya 

yang telah dihasilkan oleh seseorang tersebut menjadi memiliki nilai 

ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan pertimbangan 

beberapa konsep tersebut maka mendorong adanya sebuah penghargaan 

atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi 

HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan 

menumbuh kembangkan semangat berkarya dan berinovasi untuk 

menciptakan hal baru yang dibutuhkan masyarakat. Dari beberapa 

penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) merupakan sebuah penghargaan 

dengan memberikan perlindungan hukum bagi seseorang atau manusia 

atas pemikirannya atau ide yang telah dituangkan dan diciptakan sehingga 

dengan adanya dan munculnya suatu barang atas ide tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat. 

       Prinsip utama yang diusung oleh HKI bahwa suatu pekerjaan yang 

memberikan sebuah hasil kreasi dengan memakai kemampuan intelektual 

seseorang dan juga tenaga yang ide yang dituangkan untuk menghasilkan 

karya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya memiliki kepemilikan 

berupa hak alamiahnya. Tapi dalam hal ini negara juga melakukan 

perlindungan dan penjaminan atas ide tersebut, jaminan akan 

dilindunginya kepentingan pribadi pemilik hak dan juga kepentingan 

masyarakat tercermin dalam sistem HKI. Sebagai cara bagi pemerintah 
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untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan 

masyarakat, sistem HKI berdasarkan pada prinsip : 

a. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) 

       Prinsip keadilan ini menganut bahwa pencipta atau orang yang 

telah berkecimpung dalam melaksanakan ide dalam mendapatkan hasil 

tersebut akan diberikan suatu timbal balik atas apresiasi terhadap  

kemampuan intelektualnya tersebut dengan memperoleh imbalan. 

b. Prinsip Ekonomi (the economic argument) 

      Prinsip ekonomi ini adalah suatu prinsip yang akan diberikan 

pemerintah kepada pemilik dari ide tersebut, karena dengan adanya 

nilai ekonomis ini dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. Prinsip Kebudayaan (the culture argument) 

       Pembuatan berbagai karya dan juga inovasi yang dilakukan oleh 

manusia adalah bertujuan untuk melanjutkan kehidupan agar menjadi 

lebih baik, sehingga dengan adanya banyak sekali kemudahan dan juga 

perkembangan karya dengan berjalannya waktu dan dengan 

berubahnya peradaban dan zaman. Oleh karena itu semakin hari 

manusa memiliki berbagai ide yang sangan berkembang untuk 

memberikan inovasi terbaru bagi peningkatan taraf kehidupan, 

peradaban, dan martabat manusia. 

d. Prinsip Sosial (the social argument) 
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       Pemberian hak kepada seseorang itu juga memiliki prinsip dimana 

daalam pemberiannya harus berdasarkan pada kepentingan banyak 

pihak atau masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. 

       Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikategorikan 

kedalam dua bagian, yaitu : 

a. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang 

lainnya yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights). 

b. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari : 

1) Paten (patent) 

2) Merek Dagang (trade mark) 

3) Desain Industri (industrial design) 

       Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia adalah 

Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, Desain Produk Industri, dan Perlindungan Varietas 

Tanaman.17 

3. Hak Merek 

       Hak  merek merupakan cabang dari salah satu bidang yang terdapat 

dalam HAKI yang mendapatkan perlindungan khususnya bagi para pelaku 

usaha agar tidak mengalami kerugian karena adanya kecurangan yang 

marak dilakukan oleh pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan banyak 

keuntungan, dalam dunia persaingan global yang semakin kompetitif 

seiring munculnya arus globalisasi di masa sekarang. Sehingga dengan 

                                                 
17

 Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum, . . . ., 12 



35 
 

 

adanya perlindungan terhadap merek ini diharapkan dan juga dihimbau 

bagi para pelaku usaha agar melakukan antisipasi kecurangan dilapangan 

dengan cara mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan 

hukum yang pasti. 

      Hak merek ini sudah diatur dalam Undang-Undang Indonesia pertama 

kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 

Undang-UndangNomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Kemudian setelah 

melakukan ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994 selanjutnya 

pengaturan merek disesuaikan dengan TRIPs melalui Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan terakhir diubah melalui 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang selanjutnya akan disebut UUM.  

       Perlindungan terhadap merek pada suatu barang sangat penting sekali 

karena selain merek juga dilindungi dalam Hak Kekayaan Intelektual dan 

menghasilkan nilai komersil bagi pelaku usaha (pemilik hak merek), juga 

merupakan salah satu alternative untuk melindungi konsumen dari 

terjadinya ketidaksesuaian produk yang dikonsumsi. Karena dalam hal ini 

konsumen bisa merasa dirugikan jika merek yang mereka percaya kualitas 

dan kuantitasnya tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan 

dikarenakan diproduksi oleh pelaku usaha yang lain yang memiliki 

kualitas dan kuantitas rendah, dengan hilangnya kepercayaan konsumen 

bisa mengakibatkan menurunnya kredibilitas perusahaan dalam pasar. 
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a. Pengertian Hak Merek 

       Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Merek adalah tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafi berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram,atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh 

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa.18 

b. Prinsip Hak Merek 

       Dalam buku karya Khoirul Hidayah yang berjudul Hukum HKI 

dijelaskan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Merek yaitu : 

1) Prinsip first to file (pendaftar pertama) 

Bahwa siapapun orang yang mendaftarkan mereknya dengan 

mengajukan permohonan untuk pertama kali merupakan pihak 

yang diakui tentang kepemilikan hak merek terhadap merek 

tersebut. 

2) Merek ketika akan didaftarkan tidak boleh mengandung 

penyesatan yang dapat mengakibatkan kebingungan 

(“verwarring”/”confusion”) sehingga menjadi rancu dengan 

merek yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas 

dan telah terdaftar oleh pelaku usaha lainnya. 

                                                 
18

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
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3) Prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek. Dalam 

menyelesaikan perkara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mengajukan melalui pengadilan niaga yang selanjutnya bisa 

dilakukan upaya hukum kasasi dan tidak ada upaya hukum 

banding. 

4) Perlindungan terhadap kepemilikan merek dapat dilakukan 

perpanjangan selama dilakukan pengajuan oleh pemegang hak 

merek permohonan perpanjangan. 

5) Prinsip konstitutif  

Maksud dari prinsip ini yaitu dalam pemberian hak merek untuk 

perlindungan merek pelaku usaha hanya diberikan jika mereknya 

didaftarkan oleh pemiliknya.19 

6) Prinsip delik aduan 

Maksud dari prinsip ini yaitu tindakan baru akan dilakukan jika 

yang melakukan pelaporan merupakan pihak yang bersangkutan 

dalam permasalahan tersebut. Dengan begitu jika terjadi 

pelanggaran merek oleh pihak ketiga tidak ada dilakukan tindakan 

apapun dari pihak kepolisian sebelum adanya laporan atau aduan 

dari pemegang merek tersebut.20 

c. Pembagian Merek Menurut UUM 

       Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Merek, pembagian 

merek ada dua yaitu : 

                                                 
19

 Pasal 3 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
20

 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2018),54 



38 
 

 

1) Merek Dagang 

Merupakan sebuah tanda yang digunakan terhadap barang yang 

akan dijual  oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang 

sejenis lainnya.  

Contoh: Avanza, Oriflame, Maspion, dll. 

2) Merek Jasa 

Merupakan sebuah tanda yang digunakan pada jasa yang 

ditawarkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 

sejenis lainnya. 

Contoh: Gojek, Bank BNI, Garuda (jasa transportasi), dll.21 

       Dalam Undang-Undang Merek juga dikenal Merek Kolektif yang 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu merek yang digunakan pada 

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, 

ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan 

di perdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis 

lainnya. 22  Dalam Undang-Undang Merek, mengenai Merek Kolektif 

juga diatur lebih detail dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. 

d. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan 

                                                 
21

 Pasal 1 ayat (2,3) Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
22

 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
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       Dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa merek 

yang tidak dapat didaftar jika: 

1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 

2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang 

dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 

3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, 

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau 

jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama 

varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang 

sejenis; 

4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, 

atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi; 

5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau  

6) Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.23 

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek juga dijelaskan bahwa: 

1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunya persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan; 

a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu 

oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 

b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

sejenis; 
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 Pasal 20 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
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c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau 

d) Indikasi Geografis terdaftar. 

2)  Permohonan ditolak jika merek tersebut: 

a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang 

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang 

lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 

b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, 

bendera, lambing atau simbol atau emblem suatu negara, atau 

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas 

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; dan  

c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau ca atau stempel 

resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, 

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 

3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad 

tidak baik. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 

c diatur dengan Peraturan Menteri.24 

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Merek Pasal 22 

bahwa : 

                                                 
24

 Pasal 21 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
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“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjad nama generik, 

setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan 

menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain 

sepanjang ada unsur pembeda.”25 

e. Manfaat Pendaftaran Merek 

       Pendaftaran terhadap merek yang dimiliki oleh pelaku usaha 

dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan 

mengingat hak merek merupakan sebuah hak eksklusif bagi pemilik 

merek timbul dari adanya pendaftaran. Dengan kata lain jika pelaku 

usaha memiliki merek dan tidak didaftarkan sebagaimana mestinya 

maka jika dalam lapangan atau ketika berjalannya suatu usaha dan 

terjadi kecurangan terkait dengan merek oleh pelaku usaha lain maka 

pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan hukum dari pihak lain 

yang menggunakan merek serupa. Bagi pelaku usaha yang telah 

mendaftarkan mereknya maka mendapatkan perlindungan hukum 

untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka 

waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. 

f. Perbedaan Penggunaan TM  Dengan ® Pada Merek 

       Penggunaan simbol  TM  pada merek adalah untuk menunjukan 

kata atau logo yang dimaksud merupakan merek dagang seseorang 

namun dalam hal ini terdapat kemungkinan merek tersebut belum 

didaftarkan. Sedangkan penggunaan simbol ® untuk menunjukan 
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 Pasal 22 Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016 
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bahwa kata atau logo dimaksud merupakan merek yang telah terdaftar 

secara resmi pada kantor HKI. Pendaftaran dalam hal ini dapat 

diartikan telah dilakukan di negara mana pun, tidak harus di 

Indonesia.26 

7. Saddu Adz-Dzari’ah 

a. Pengertian Saddu Adz-Dzari’ah 

Secara Lughawi (bahasa), al-Dzari‟ah itu berarti: 

َْ ؽِسِّ  اءٌ وَب َٛ ب إٌَِٝ اٌط١َئِْ سَ َٙ ًُ ثِ غَّ َٛ َ ُ اٌَّزِٝ ٠زَ س١ٍِْخَ َٛ ٠ًّباٌ ِٛ َ َِؼْٕ ْٚ َ ١ًّب ا  

Artinya : “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau 

ma‟nawi, baik atau buruk”. 
 

       Secara bahasa mengandung nada yang tidak memberikan penilaian 

terhadap hasil perbuatan baik itu baik ataupun buruk. Arti netral atau 

tidak membedakan ini yang digunakan oleh Ibnu Qayyim untuk 

merumukan definisi dari dzai‟a, yaitu : 

طش٠َِْمبً إٌَِٝ اٌط١َّئِْ  َٚ س١ٍِْخٍَ  َٚ  َْ ب وَب َِ  

Artinya : “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.” 

       Berbeda dengan  Ibnu Qayyim, Badran dalam mendefinikan tentang 

dzari‟ah memiliki pandangan yang tidak netral yaitu sebagai berikut: 

فسْذَحَِ  َِ  ًَ ًِ ػَ ِّ َ طْز ُّ عِ اٌْ ْٛ ُٕ ّْ َّ ًُ إٌَِٝ اٌط١َّئِْ اٌْ غِ ْٛ ُّ اٌْ َٛ ُ٘ 

Artinya : “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang 

mengandung kerusakan.” 
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 Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 40 
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       Untuk menempatkannya dalam bahasa sesuai dengan yang dituju, 

kata dzari‟ah itu didahului dengan saddu (ّسد) yang artinya “menutup”; 

maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. 

       Wahba Zuhaili termasuk kedalam salah satu ulama yang setuju 

dengan definisi netral seperti yang dikemukakan Ibnu Qayyim diatas. 

Menurut pembahasan hukum taklif  mengenai “wajib” telah dipaparkan 

bagaimana hukumnya untuk melakukan segala sesuatu yang 

mengakibatkan mendahului suatu perbuatan wajib atau “muqoddimah 

wajib”. Maka hal ini bisa dikatakan sebuah washilah (perantara) untuk 

melakukan suatu perbuatan yang dikenal hukum, maka ia disebut 

dzari‟ah. Oleh sebab itu semua penulis dan juga ulama ushul 

mencantumkan pembahasan mengenai moqoddimah wajib kedalam 

pembahasan tentang dzari‟ah; karena dianggap sama yaitu sebagai 

perantara kepada sesuatu. 

       Ulama lain yaitu Badran dan Zuhaili memiliki pendapat yang lain 

dimana menurut mereka muqoddimah wajib dengan dzari‟ah merupakan 

suatu hal yang berbeda. Perbedaannya terletak pada bagaimana 

ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau 

washilah. Pada pembahasan dzari‟ah, hukum perbuatan pokok tidak 

tergantung pada perantara. Seperti contoh jika zina adalah perbuatan 

pokok dan khalwat adalah perantara, maka terjadinya zina itu tidak 

tergantung pada terjadinya khalwat; artinya tanpa khalwat pun zina 

dapat juga terjadi. Karena itu, perantara disini disebut dzari‟ah. 
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       Pada muqoddimah hukum perbuatan pokok tergantung pada 

perantara. Kalau sholat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai 

perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada 

pelaksanaan wudhu. Karenanya wudhu disini disebut muqoddimah. 

Meskipun memiliki pendapat yang berbeda menurut pandangan masing-

masing tetapi Badran dan Zuhaili juga memiliki kesamaan pendapat 

dalam hal bahwa antara dzari‟ah dan muqoddimah yaitu sama-sama 

sebagai “perantara” untuk melakukan sesuatu sesuatu. 

       Jika ingin membedakan antara kedua hal tersebut seharusnya bisa 

dilakukan dengan melihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada 

di balik perantara itu dilakukan. Apabila perbuatan pokok yang berada 

dibalik perantara tersebut merupakan perbuatan yang disuruh, maka 

washilahnya disebut muqoddimah, sedangkan apabila perbuatan pokok 

yang berada di balik perantara itu merupakan perbuatan yang dilarang, 

maka washilahnya disebut dzari‟ah. Karena pada dasarnya sesuai 

dengan syariat kita harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh 

agama, termasuk washilahnya, maka pembahasan yang dilakukan 

merupakan pembahasan mengenai menjauhi washilah, agar terhindar 

dari perbuatan pokoknya yang dilarang. Maka dari itu pokok bahasan 

yang akan kita paparkan disini adalah mengenai saddu al-dzari‟ah. 

Sedangkan mengenai zari‟ah tidak dibahas karena sudah dijelaskan pada 

pembahasan tentang muqoddimah wajib.27 
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 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 449 
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b. Kedudukan Saddu Adz-Dzariah 

       Tidak sedikit para penulis buku ushul fiqh dan juga ulama ushul fiqh 

yang sering menyinggung mengenai saddu al-dzari‟ah tetapi tidak 

pernah membahasnya secara detail dalam pembahasan sendiri karena 

selalu menempatkan bahasannya dalam deretan dalil syara‟ yang tidak 

disepakati oleh ulama.        

       Al-dzari‟ah merupakan salah satu yang digunakan sebagai salah satu 

cara untuk menetapkan hukum meskipun keberadaannya masih menjadi 

perelisihan diantara para ulama, hal ini berarti bahwa meskipun syara‟ 

tidek menyatakan secara jelas mengenai bagaimana hukum melakukan 

suatu perbuatan, tetapi karena perbuatan tersebut sudah ditetapkan 

sebagai suatu washilah bagi suatu perkara yang sudah dilarang secara 

jelas, maka hal ini dianggap menjadi petunjuk bahwa hukum washilah 

itu adalah seperti bagaimana hukum yang sudah ditetapkan oleh syara‟ 

terhadap suatu perbuatan pokok. Perkara ini menjadi salah satu perhatian 

khusus ulama dikarenakan dalam Al-Qur‟an banyak sekali ayat-ayat 

yang mengisyaratkan kearah tersebut, seperti: 

1) Surat al-An‟aa,(6); 108 

 ٍُ اثغ١َِشِْػٍٍْ ًٚ اللَََّّ ػذَْ ْٛ ُّ ِ ف١َسجُ ِْ اللََّّ ْٚ ْٓ دُ ِِ  َْ ْٛ َٓ ٠ذَػُْ َّز٠ِْ ااٌ ْٛ ُّ لَارسَجُ َٚ  

Artinya : “Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain 
allah, karena nanti ia akan mencaci allah secara 

memusuhi tanpa pengetahuan.”28 
 

                                                 
28

 QS. Al-An‟aa (6) : 108 
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       Sesungguhnya perkara mencaci dan menghina terhadap 

penyembah lain selain Allah itu diperbolehkan bahkan dianjurkan 

untuk memeranginya seperti yang dilakukan oleh para nabi. Namun 

jika karena perbuatan mencaci dan menghina ini akan menjadikan 

penyembah selain Allah menjadi menghina dan mencaci Allah, maka 

oleh sebab itu sekarang perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi 

perbuatan yang dilarang.29 

2) Surat an-Nuur (24); 31 

 ِ ا إٌَِٝ اللََّّ ْٛ ُ ث ْٛ ُ ر َٚ  َّٓ ِٙ ْٓ ص٠ِْٕزَِ ِِ  َٓ ب ٠خُْف١ِْ َِ ١ؼٍََُُْ  ٌِ  َّٓ ِٙ ٍِ َٓ ثِبسَْعُ لَا٠ضَْشِثْ َٚ

 َْ ْٛ ؾُ ٍِ ُْ رفُْ َّىُ َْ ٌؼٍََ ْٛ ُ ٕ ِِ ؤْ ُّ ب اٌْ َٙ ُّ ١ؼْبً ا٠َ ِّ  عَ

Artinya : “Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya 
supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi 
didalamnya.”30 

 
       Sebenarnya menghentakkan kaki itu merupakan perbuatan yang 

diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang perempuan tetapi 

karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi akan dapat 

diketahui oleh orang lain yang dikhwatirkan dapat menimbulkan 

rangsangan bagi orsng yang mendengarnya maka menghentakkan 

kaki yang dilakukan oleh perempuan itu menjadi perbuatan yang 

dilarang. 

       Dapat dilihat dari dua contoh ayat diatas bahwa terlihat adanya 

suatu larangan bagi perbuatan yang memiliki potensi menyebabkan 

sesuatu yang terlarang, meskipun pada awalnya semua perbuatan itu 
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 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh Jilid 2, . . ., 450 
30

 QS. An-Nuur (24) : 31 
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merupakan perbuatahn yang diperbolehkan untuk dilakukan. Oleh 

karena itu menurut ulama dasar hukumnya memiliki dua sisi: (1) sisi 

yang menunjukan dukungan untuk berbuat, dan (2) sasaran yang 

menjadikannya sebagai suatu kesimpulan/akibat dari perbuatan itu. 

Memandang menurut kesimpulannya, terdapat dua bentuk: 

a) Kesimpulan baik, bahwa segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya merupakan suatu perkara yang baik sehingga 

dianjurkan untuk mengerjakannya. 

b) Kesimpulan buruk, bahwa segala sesuatu yang mengarah 

kepadanya merupakan perbuatan yang buruk sehingga dianjurkan 

untuk menjauhinya dan karenanya merupakan perbuatan yang 

dilarang. 

c.  Pandangan Ulama tentang Saddu Adz-Dzariah 

       Hingga sekarang pembahasan mengenai penggunaan saddu al-

dzari‟ah tidak ditemukan dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk 

nash maupun ijma‟ ulama mengenai hukum diperbolehkan atau 

dilarangnya menggunakan saddu al-dzari‟ah. Oleh sebab itu, dasar 

pengambilannya hanya didasarkan semata terhadap ijtihad yang 

berdasarkan pada tindakan untuk berhati-hati dalam melakukan amal dan 

menghindari untuk melakukan suatu perbuatan yang akan 

mengakibatkan timbulnya suatu kerusakan. Sedangkan yang dijadikan 

sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang hati-hati merupakan 

factor baik dan buruk suatu tindakan. 
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       Jumhur ulama yang menggunakan dasar baik dan buruk suatu 

perbuatan sebagai salah satu bahan dan cara untuk mempertimbangkan 

dalam menetapkan hukum pada dasarnya mereka juga menerima metode 

saddu al-dzari‟ah meskipun memiliki kadar penerimaan yang berbeda. 

Jumhur ulama Malikiyah sering menggunakan faktor maslahat sebagai 

bahan pertimbangannya dan juga banyak menggunakan saddu al-

dzari‟ah sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum. 

       Mustafa Syalabi membedakan beberapa pendapat dari ulama 

mengenai pembahasan tentang saddu al-dzari‟ah kedalam tiga pendapat, 

yaitu: 

1) Dzari‟ah yang menjadikan kepada kerusakan secara pasti atau berat 

dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk dzari‟ah 

ke 1 dan ke 2 dalam pembagian dzari‟ah menurut Syatibi diatas. 

Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang dzari‟ah tersebut 

sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazdab tersebut ditegaskan tentang 

haramnya menggali lubang di tempat yamg biasa dilalui orang yang 

dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya 

menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan 

diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh 

korbannya. 

2) Dzari‟ah yang memiliki suatu kemungkinan untuk mendatangkannya 

suatu perkara yang buruk atau larangan, seperti pada dzari‟ah bentuk 

ke 4 dalam pembagian menurut al-Syatibi diatas. Dalam hal ini 
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ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya artinya pintu dzari‟ah 

tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh madzab tidak 

terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu 

pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal 

serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui 

orang. 

3) Dzari‟ah yang posisinya berada ditengah-tengah diantara 

memberikan suatu kemungkinan membawa suatu hal yang 

menyebabkan kerusakan ataupun membawa suatu hal yang tidak 

merusak, sebagaimana pada dzari‟ah menurut al-Syatibi itu 

merupakan pemaparan mengenai pengelompokan kedalam 3 bentuk  

dzari‟ah. Mengenai hal tersebut juga menjadikannya perbedaan 

pendapat bagi beberapa ulama seperti menurut Imam Malik dan 

Ahmad ibnu Hambal mengharuskan terhadap pelarangan dzari‟ah 

tersebut, sedangkan menurut Al-Syafi‟i dan Abu Hanifah 

menyatakan bahwa dzari‟ah tidak perlu untuk dilarang. 

       Dasar bagi para ulama untuk menggunakan saddu al-dzari‟ah 

adalah prinsip hati-hati dalam beramal dan apabila menghadapi 

perbedaan pendapat mengenai maslahat dan mafsadat, maka apabila 

perkara maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan apabila 

perkara mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Apabila 

diantara keduanya memiliki posisi yang sama, maka untuk tetap menjaga 
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kehati-hatian dalam beramal maka harus diambil prinsip yang berlaku, 

yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah: 

ٌِؼِ  ػَب َّ ُ ػٍََٝ عٍَْتِ اٌْ ََّ مذَ ُِ فبَسِذِ  َّ  دسَْااٌُْ

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil 
kemaslahatan.” 

       Apabila dalam perkara dimana yang halal dan yang haram berbaur 

(bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah: 

تَ اٌؾَْشَاَ ِّ اٌؾَْشَاَُ غٍُ َٚ َّغَ اٌؾَْلَايُ  َ  إرِاَاعْز

Artinya : “Bila berbaur dengan yang haram dengan yang halal, maka 

yang haram mengalahkan yang halal.” 

       Sebagai dasar pegangan bagi para ulama yang mengambil  dan 

menggunakan tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi: 

بلَا ٠ش٠ُِجْهَُ  َِ ب ٠ش٠ُِجْهَُ إٌَِٝ  َِ  دعَْ 

Artinya : “Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil 

apa-apa yang tidak meragukanmu.” 

Begitu pula sabda Nabi yang berbunyi: 

 ِ َّٝ اللََّّ َّْ خُ إِ َٚ بدٌ الََا  َٙ زطََبثِ ُِ سٌ ْٛ ُِ ُ ب ا َّ ُٙ َ َٚ ث١َْٕ اٌؾَْشَاَُ ث١َِّٕخٌَ  َٚ اٌؾَْلَايُ 

 ْٓ َّ َ ُٗ ف َِ ؾَشَّ ُِ  ِٗ لغََ ف١ِْ ْٛ ُ ٠ ْْ َ سَهُ ا ْٛ ُ٠ َّٝ يَ اٌخُْ ْٛ ؽَبََ ؽَ  

Artinya : “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. 

Yang terletak diantara keduanya termasuk urusan yang 
meragukan (syubhat). Ketahuilah ladang allah itu adalah 

padang yang diharamkanya. Siapa yang bergembala di sekitr 
padang larangan allah itu diragukan akan terjatuh 
kedalamnya.” 
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       Bagi para ulama yang tidak menggunakan dan menolak metode 

secara mutlak merupakan para ulama Dzahiriyah. Penolakan terhadap 

saddu al-dzari‟ah dijelaskan secara lengkap dan detail oleh Ibnu Hazin 

yang kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1) Hadits yang dihasilkan oleh para ulama yang menerima dan 

mengamalkan saddu al-dzari‟ah itu dilemahkan dari segi sanad dan 

maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banayak versi yang 

berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah bahwa yang 

diharamkan adalah yang menggembala didalam padang yang 

terlarang, sedangkan yang mengembala disekitarnya tidak dilarang. 

Antara menggembala di dalam dengan di sekitar padang itu, 

hukumnya tidak sama. Karena itu hukumnya kembali kepada hukum 

asalnya, yaitu mubah (boleh). 

2) Dasar penggunaan saddu al-dzari‟ah ini merupakan ijtihad yang 

berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama 

Zhahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan ra‟ya (daya nalar) 

seperti ini. 

3) Hukum syara‟ hanya membahas mengenai segala hal yang sudah 

ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam Sunnah dan Ijma‟ 

Ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber itu bukanlah 

hukum syara‟. Dalam hubungannya dengan saddu al-dzari‟ah dalam 

bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau 
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ijma‟. Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman 

Allah dalam surat an-Nahl (16); 116 

٘زَاَ ؽَشَاٌَ  َٚ ب رػَِفُ اٌَسِْٕزَىُُُُ اٌىْزَِةَ ٘زَاَ ؽَلَايٌ  َّ ٌِ ا  ْٛ ُ ٌ ْٛ ُ لَا رمَ َٚ

ِ اٌىْزَةَِ  ا ػٍََٝ اللََّّ ْٚ زفَزْشَُ ٌِ  

Artinya : “Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu 
suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena 

mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong.”31 
 
       Dengan berbagai argumentasi yang telah dijabarkan oleh Ibnu 

Hazin diatas maka dapat dikatakan bahwa kalangan ulama 

Zhahiriyah menolak secara tegas penggunaan saddu al-dzari‟ah. 32 

                                                 
31

 QS. An-Nahl (16) : 116 
32

 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh Jilid 2, . . ., 454 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

       Metode penelitian merupakan suatu cara guna melakukan suatu hal yang 

menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara 

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun 

laporan. 33  Metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang 

memiliki arti jalan ke. Dalam metodologi penelitian hukum, menurut Soerjono 

Soekanto metodologi memiliki arti; (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi 

terhadap prosedur dan teknik penelitian, (3) suatu sistem dari prosedur dan 

teknik penelitian.34 

       Laporan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif  

empiris. Sebab penjelasannya penulis memapaparkan ide dan juga 

pemikirannya menggunakan rangkaian kata tidak menggunakan data berupa 

angka dan dari judul diatas bahwa penelitian ini mengacu pada praktik jual 

beli repack produk impor bidang kesehatan di lazada @tiensstoremalang 

perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

       Van Peursen memberikan pengertian perihal metode, awalnya metode 

memiliki arti suatu jalan yang harus ditempuh kemudian berubah menjadi 

penelitian itu berlangsung berdasarkan suatu rencana tertentu yang telah 

                                                 
33

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), 1 
34

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17 
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ditentukan. 35 Dalam hal ini dijelaskan bagian yang terdapat dalam penelitian 

kualitatif meliputi: 

A. Jenis Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini termasuk jenis penelitian 

law field research atau yuridis empiris dengan kata lain disebut dengan 

jenis penelitian lapangan atau penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian 

yang mengfokuskan dalam mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma 

dalam hukum positif,36 baik yang sedang berlaku di lapangan atau  bisa 

juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kenyataan 

atau keadaan yang nyata untuk menemukan fakta dan data di lapangan 

yang dari hasil tersebut ada diidentifikasi yang kemudian menuju pada 

penyelesaian masalah sesuai dengan yang dibutuhkan dan kumpulan data 

yang telah diinput oleh penulis. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek 

penelitian adalah repack produk impor bidang kesehatan menurut hukum 

positif dan Saddu Adz-Dzari‟ah (di Lazada @tiensstoremalang) 

B. Pendekatan Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang 

termasuk kedalam penelitian kualitatif.  Penelitian ini akan memberikan 

hasil dari penelitian mengenai repack produk impor bidang kesehatan 

menurut hukum positif dan Saddu Adz-Dzari‟ah (di Lazada 

@tiensstoremalang). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitiaan 

yang digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, baik 

                                                 
35

 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2007),  

26 
36

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 42 
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kebenaran empirik sensual, empirik logik, dan empirik etik. 37  Hal ini 

diharapkan agar lebih mempermudah peneliti dalam memperoleh 

pemahaman yang semakin mendalam mengenai fenomena yang sedang 

dikaji agar kemudian bisa dihasilkan suatu teori baru maupun suatu 

metode baru yang diharapkan dapat membantu penulis untuk 

menyelesaikan penelitiannya dengan jawaban yang sesuai harapan sebagai 

penyelesaian dari fenomena gejala, memberikan pemahaman mengenai 

fakta dan dan juga realita yang dihadapi di lapangan, sekaligus diharapkan 

dapat memberikan pemahaman baru tentang analisa data yang telah 

diperoleh.  

       Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan 

menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Sesuai dengan judul dalam 

penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan penjelasan sesuai 

data yang telah dikumpulkan secara deskriptif mengenai repack produk 

impor bidang kesehatan menurut hukum positif dan Saddu Adz-Dzari‟ah 

(di Lazada @tiensstoremalang). 

C. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian berada di Jalan Mertojoyo Barat Dalam Perumahan 

Dinoyo Residence, Gang 7, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang, Jawa Timur 65144.  

                                                 
37

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Malang Press, 

2008), 153 
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       Obyek penelitian adalah barang atau produk untuk melakukan sebuah 

penelitian. Obyek dalam penelitian ini adalah  produk kesehatan termasuk 

skincare yang diperjual belikan melalui akun lazada @tiensstoremalang. 

Alasan peneliti melakukan penelitian pada akun ini adalah karena akun ini 

termasuk distributor yang melakukan repack produk impor secara 

langsung di produk pembesar payudara khususnya. 

D. Jenis dan Sumber Data 

       Proses pengumpulan sumber data dalam penelitian ini lebih banyak 

menggunakan sumber data yang diperoleh di lapangan 38 . Penentuan 

sumber bahan hukum merupakan menjadi bagian yang penting bagi 

penulis dalam melakukan penelitian hukum, dalam melakukan penelitian 

ini penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari sumber hukum 

primer (primary source), sumber hukum sekunder (secondary source)  dan 

sumber hukum tersier.39  

1. Primer 

       Sumber hukum primer adalah suatu bahan hukum yang datanya 

bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena merupakan data 

yang berasal langsung dari sumber pertama yang memiliki otoritas  

(authority), yang berarti mengikat. Sumber hukum primer dibagi 

menjadi dua yakni bahan hukum primer yang bersifat mandatory 

authority (yang dimaksud dalam hal ini merupakan sember bahan 

                                                 
38

 Lihat Nabilah Lubis,  Naskah, Teks, dan Metode penelitian Filologi, (Jakarta: Yayasan Alo 

Indonesia, 2007). Dan Siti Baroroh Baried dkk,  Pengantar Teori Filologi  (Yogyakarta: BPPF 

UGM, 1994)  
39

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004) , 30 
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hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dan 

ditetapkan dalam wilayah hukum sendiri dan putusan hakim 

pengadilan) dan persuasive authority (yang dimaksud dalam hal ini 

merupakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan yang berada dalam wilayah hukum negara lain tapi 

mengatur mengenai hal yang sama dan juga putusan hakim di wilayah 

yurisdiksi negara lain). 40 

       Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil 

wawancara (dept interview) dan juga observasi secara langsung yang 

dilakukan penulis dengan owner dari @tiensstoremalang. Dalam 

penelitian ini sumber hukum primer lain yang digunakan oleh penulis 

merupakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak 

Merek dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Sekunder 

       Sumber hukum sekunder dalam penelitian hukum meliputi buku-

buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis 

hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan 

pengadilan, dan lain sebagainya.41 

       Sumber hukum dalam data sekunder penelitian ini menggunakan 

data-data yang secara umum penggunaan data tersebut mendukung 

                                                 
40

 Dyah Ochtorina Susanti, A‟an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),  (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), 52 
41

 Dyah Ochtorina Susanti, A‟an Efendi, Penelitian Hukum ,. . . ,52 
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sumber data primer seperti yang terdiri dari buku yang ditulis oleh para 

tokoh yang ahli dibidangnya, artikel hukum yang berkaitan dengan  

hak merek maupun perlindungan konsumen, pendapat ahli hukum 

maupun sarjana hukum, kumpulan dari yurisprudensi dan penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3. Tersier 

       Sumber hukum data tersier merupakan kumpulan data yang 

digunakan oleh penulis sebagai data pelengkap guna menyelesaikan 

penelitian dan menemukan jawaban dalam penelitian selain data-data 

primer dan sekunder yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan 

dalam objek penelitian seperti internet dan kamus. Dalam buku karya 

Dyah Ochtorina Susanti dan A‟an Efendi disebutkan bahwa pengertian 

internet menurut Dictionary of Computer and Internet Term, internet 

adalah „a cooperative message-forwarding system linking computer 

networks all over the world (system penerusan pesan kooperatif yang 

menghubungkan jaringan computer di seluruh dunia).42 

E. Metode Pengumpulan Data 

       Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data merupakan sebuat 

proses maupun metode untuk mengumpulkan data guna melakukan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan penentuan 

terhadap bahan hukum dan juga melakukan pengkajian terhadap bahan 

hukum yang akan digunakan. Selain dengan cara tersebut, penulis juga 

                                                 
42

 Dyah Ochtorina Susanti, A‟an Efendi, Penelitian Hukum,. . ., 139 
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menggunakan cara lain guna mengumpulkan data untuk penelitian yakni 

menggunakan metode berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

internet juga cara lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis.   

1. Metode Observasi 

       Metode observasi merupakan metode yang dengan sengaja 

dijalankan untuk memperoleh fakta dari kejadian-kejadian yang bisa 

ditangkap dengan alat indra. Nasution memberikan sebuah pernyataan 

bahwa, observasi merupakan sebuah dasar bagi semua ilmu 

pengetahuan.43 Menurut Sukandarrumidi, metode observasi merupakan 

sebuah metode dimana dalam pelaksanaannya guna mengumpulkan 

data menggunakan pengamatan dan juga pencatatan secara sistematis 

dari awal hingga akhir terhadap fenomena yang menjadi obyek 

penelitian dan sedang diselidiki.44 Penulis melakukan metode ini pada 

3 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020. 

2. Metode Wawancara 

       Metode wawancara merupakan metode yang dianggap efektif oleh 

karena dimana penulis bertanya secara langsung kepada informan 

untuk menanyakan langsung perihal fakta-fakta yang ada persepsi diri 

responden maupun saran-saran dari responden45 yang berkepentingan 

dan juga mempunyai andil dalam melakukan penyalahgunaan produk 

                                                 
43

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017),  226 
44

 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 69 
45

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam, . . . ,,57 
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impor dan jual beli dengan konsumen, seperti admin atau pengelola 

dari akun @tiensstoremalang. 

3. Metode Dokumentasi 

       Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang menggunakan 

benda tertulis yang mengacu terhadap obyek penelitian, maka dari itu 

penulis diharuskan untuk memahami lebih dalam mengenai benda 

tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Alasan penggunaan 

metode ini adalah efisiensi kerja, untuk mempersingkat waktu, tenaga 

dan biaya maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode ini 

sebagai pelengkap dari data yang masih memiliki kekurangan.  Dalam 

metode ini penggunaan catatan juga sangat diperlukan dimana catatan 

merupakan sebuah coretan seperlunya yang dibuat oleh penulis yang 

bisa berisi kata kunci, pokok pembicaraan atau bisa berupa tabel 

maupun diagram yang dibuat guna mempermudah penulis untuk 

melakukan penelitian dalam mengumpulkan data dari narasumber 

yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.46  

       Dokumen resmi dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua 

bagian yakni resmi internal dan resmi eksternal, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sekarang menggunakan dokumen resmi 

eksternal untuk melengkapin data yang dibutuhkan yang tidak 

didapatkan di lapangan dimana yang berisi sumber informasi yang 

dihasilkan atau diperoleh suatu lembaga sosial, misalnya koran, 

                                                 
46

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif ,. . .,  208 
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majalah, bulettin, brosur, pamflet, pernyataan, pidato dan berita yang 

disiarkan kepada media massa seperti youtube, twitter, facebook, 

instagram, whatshapp, dan line.47 

4. Literature 

       Literature atau studi kepustakaan merupakan metode yang 

digunakan dalam penelitian normatif. Tetapi bisa juga digunakan 

dalam penelitian empiris dengan dikombinasikan beberapa metode 

yang lain seperti yang terdapat dalam penelitian ini salah satunya 

wawancara. Dalam metode literature ini peneliti harus memahami 

berbagai jenis dan tahapan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam 

salah satu buku karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan 

juga tahapan dan langkah yang bisa dilakukan peneliti untuk 

melakukan metode ini yang terdapat  enam langkah.  

       Dalam metode literature ini pencatatan terhadap bahan-bahan 

temuan ini perlu dilakukan secara teliti dan jelas. Pencatatan dilakukan 

secara menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya 

dengan penelitoan. Oleh karenanya dalam metode literature atau studi 

kepustaan ini peralatan yang berupa alat tulis, buku tulis dan kartu-

kartu kutipan serta kartu bibliografi harus disediakan secara 

memadai.48 

5. Internet 

                                                 
47

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif ,. . ..,  219 
48

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam, . . . ,50 
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       Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara 

elektronik dengan cepat dan murah membuka cakrawala cara 

berkomunikasi yang baru. Bahan-bahan hukum yang mutakhir serta 

pendapat para pakar hukum dari berbagai sekolah hukum terkenal di 

dunia dapat diakses dengan mudah melalui internet selama dua puluh 

empat jam non-stop.49 Dalam buku karya Dyah Ochtorina Susanti dan 

A‟an Efendi disebutkan bahwa pengertian internet menurut Dictionary 

of Computer and Internet Term, internet adalah „a cooperative 

message-forwarding system linking computer networks all over the 

world”.50 

       Pengumpulan bahan hukum menggunakan lima variabel diatas sangat 

membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.  

F. Metode Pengolahan Data 

       Data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data dari 

sumber data primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisis melalui 

interpretasi dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pola pikir atau 

logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-

kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dengan 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak 

tumpang tindih.  

       Pada penelitian hukum yang berjenis empiris ini, bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran 

                                                 
49

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian, . . . . , 323 
50

 Dyah Ochtorina Susanti, A‟an Efendi, Penelitian Hukum,. . ., 139 
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hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara 

membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa data 

yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, internet dan data-

data lain yang memiliki kaitan dengan data penelitian ini.  

       Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul 

Metode Penelitian Ilmu Hukum pengelolaan data biasanya dilakukan 

melalui tahap-tahap :  

1. Pemeriksaan data (editing)  

yaitu pemeriksaan yang dimaksut adalah mengelompokan data sesuai 

dengan jenisnya terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, 

kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. hal ini diperlukan agar 

data yang sudah diperoleh bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

2. Klasifikasi (classifying)  

setelah melakukan editing data untuk mencegah dan mengurangi 

kesalahan-kesalahan dalam data maka dilakukan klasifikasi yaitu 

pengelompokan mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang 

mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Proses ini diperlukan untuk 

mengelompokan data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. 

3. Verifikasi (verifying) yaitu memberi makna terhadap setiap data dan 

juga hubungannya satu sama lain. Dalam proses ini data yang sudah 

dikumpulkan dan di pihak kemudian di verifikasi makna terhadap 
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setiap data yang sudah diperoleh baik dari undang-undang maupun 

dari sumber lain agar menjadi satu arah. 

4. Analisis (analysing) yaitu mengolah data-data yang ada dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan untuk memberi 

makna hukum untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam 

penelitian. Proses ini sangat dibutuhkan karena dalam proses ini data-

data yang diperoleh di analisis apa yang sudah ditemukan dilapangan 

dengan apa yang ada di dalam teori baik undang-undang maupun 

sumber lainnya. 

5. Kesimpulan (concluding) yaitu penarikan hasil dari analisis data yang 

diperoleh dan juga undang-undang untuk mendapatkan satu pendapat 

yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian 

dan dilakukan agar mengetahui bagaimana hasil akhir dengan berbagai 

proses yang sudah dilewati dan di analisis dengan teori yang ada.51 
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 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 174 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Sejarah Berdirinya Tiens dan Komunitas LION.CO 

       Tiens merupakan perusahaan yang terletak di China didirikan pada 

tahun 1995. Tiens merupakan perusahaan multinasional yang bergerak 

dibidang retail, pariwisata, keuangan, perdagangan internasional dan E-

bisnis. Dengan rentang waktu yang tidak lama pada pada bulan April 

2005 masuk ke dalam AMEX dan masuk kedalam 500 perusahaan 

terbaik global dan Top 500 Asia Brand. Tiens bahkan sudah menyebar 

lebih dari 190 negara dan wilayah dengan cabang atau perwakilannya 

mencapai 110 negara kawasan juga menjalin berbagai kerjasama 

internasional dengan beberapa perusahaan besar. 

       Semakin berkembangnya tiens diikuti dengan semakin 

bertambahnya pasar dikarenakan semakin banyak masyarakat yang 

membutuhkan untuk setiap harinya. Dengan potensi pasar yang ada 

sehingga menjadikan banyak sekali penjualan produk tiens secara online 

maupun offline dengan bantuan berbagai market place yang ada. 

Berkembangnya bisnis ini juga menjadikan timbulnya berbagai 

komunitas untuk melakukan bisnis secara bersama. Komunitas Leader 

Indonesia Online (LION.CO) merupakan salah satu komunitas yang 

didirikan untuk para pembisnis online tiens. Komunitas ini berdiri pada 
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maret 2018 dengan sistem one vision yaitu suatu cara untuk melakukan 

bisnis dengan mudah, dimana dalam sistem ini akan diajarkan bagaimana 

cara untuk penjualan, melakukan branding dsb, dengan cara dan langkah 

yang tepat bagi 3 kategori (User, Seller, Networker) sehingga bisa 

mencapai tujuannya masing-masing dengan cara yang efektif. 

       Komunitas LION.CO ini merupakan komunitas terbesar tiens di kota 

Malang dimana para member tiens melakukan interaksi satu sama lain, 

diajarkan untuk melakukan trik dan tips penjualan, melakukan branding 

untuk menarik konsumen, agar para member yang masih baru bisa 

dengan mudah untuk menaklukan pasar dengan bantuan para member 

yang sudah mendapatkan peringkat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak komunitas yaitu bapak Oryza Indo Putra sebagai member 

tiens yang sudah mendapatkan bintang 8 sekaligus owner dari 

@tiensstoremalang, beliau mengatakan : 

       “Komunitas LION.CO ini didirikan pada bulan maret 2018 sebagai 

tempat sharing dan juga sebagai tempat untuk belajar dan berbagi. 

Belajar melakukan penjualan agar sesuai target untuk menacapai 

kesuksesan secara bersama dan berbagi dengan sesama seperti 

melakukan bakti sosial dengan anak-anak panti asuhan.52 Online store 

@tiensstoremalang sendiri berdiri bersama dengan bergabunganya owner 

yaitu pada maret 2018 karena berdasarkan wawancara dengan owner 

beliau mengatakan “bahwa bisnis tiens sendiri memang menguntungkan 
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 Oryza Indo Putra, Wawancara, (6 Maret 2020) 
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dimana setiap orang pasti selalu menginginkan untuk tampil cantik 

setiap hari dan produk tiens ini merupakan produk yang tidak 

musiman”.53 Tiens merupakan salah satu perusahaan bisnis online yang 

dalam menjalankan bisnisnya dilakukan secara bersama dengan saling 

membantu antara member untuk mendapatkan bonus dan melaksanakan 

sesuai dengan keadaan pasar dan juga persaingan yang diikuti dengan 

berbagai cara melakukan dengan tepat. Sehingga dalam komunitas 

LION.CO ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk mempererat 

hubungan antar member seperti kegiatan sekolah bisnis yang dilakukan 

seminggu sekali, LION.CO peduli, vision seminar, grand opportunity 

preview, membership weekend, dsb. 

       Tiens sendiri memiliki visi dan misi untuk menjalankan bisnisnya 

dengan membuat trobosan-trobosan baru  dan juga filosofi bisnis amal.   

a. Visi 

       Berada di deretan terdepan dalam industri penjualan langsung 

global. 

b. Misi 

1) Menyediakan bagi para konsumen global produk berkualitas dan 

berkesempatan pendidikan dan kesejahteraan. 

2)  Meningkatkan kualitas hidup mereka, dan membangun sebuah 

masyarakat internasional yang harmonis. 

c. Filosofi Bisnis 
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       Memberi konstribusi kepada masyarakat dengan memulihkan 

kesehatan umat manusia. 

d. Semangat Perusahaan 

      Memberi konstribusi kepada China melalui industrialiasi, dan 

meraih tujuan yang lebih tinggi melalui kerjasama tim yang 

harmonis dan dedikasi sejati. 

e. Pedoman Kualitas 

1) Perumpamaan untuk membangun kesehatan manusia.  

2) Tonggak bersejarah untuk mewujudkan inovasi teknis.  

3) Metode untuk menciptakan perbaikan berkesinambungan.  

4) Hati untuk memuaskan pelanggan. 

f. Prinsip Manajemen Organisasi 

       Berpedoman pada pengetahuan, berbasis pada manajemen, 

bepusat pada hubungan, dan berorientasi pada orang. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Tinjauan Hukum Positif  Terhadap Repack Produk Impor oleh 

@tiensstoremalang. 

       Tiens merupakan suatu perusahaan multinasional yang bergerak 

dibidang retail, pariwisata, keuangan, perdagangan internasional dan 

E-bisnis yang sudah terdaftar di APLI (Asosiasi Penjualan Langsung 

Indonesia), WFDSA (World Federation of Direct Selling Association), 

Sertifikat Syari‟ah dari Dewan Syari‟ah Nasional MUI. Tiens juga 

sudah tersebar di 190 negara dengan 110 cabang yang menjadikan 
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produknya sangat dikenal oleh masyarakat dan memberikan pasar 

dalam prospek besar bagi para member tiens untuk melakukan jual beli 

karena produk tiens merupakan produk yang tidak musiman dan selalu 

dibutuhkan setiap harinya. Dengan penjualan yang besar maka 

member bisa mendapatkan bonus besar sesuai dengan syarat penjualan 

yang telah ditetapkan perusahaan. Komunitas Leader Indonesia Online 

(LION.CO) merupakan salah satu komunitas yang berdiri untuk 

menaungi member tiens di Indonesia khususnya kota Malang.  Dalam 

komunitas ini terdapat member yang melakukan penjualan spirulina 

tiens dan melakukan repack terhadap produk tiens.  
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       Repack merupakan suatu kegiatan pengemasan ulang dengan 

menggunakan merek sendiri dimana dalam pengemasannya sudah 

sesuai dengan kesepakatan antara member yang tergabung dalam 

komunitas LION.CO dimana dalam melakukan repack ini komunitas 

sudah bersepakat mulai dari suplay perusahaan, stading pouch, stiker, 

nama brand sendiri, botol dan pengemasan dan penjualan kepada 

konsumen. 54  Untuk semua pengusaha repack dalam komunitas 

LION.CO salah satunya @tiensstoremalang melakukan repack dengan 

kemasan yang baru yang sudah disepakati oleh komunitas dengan isi 

didalamnya menggunakan produk spirulina tiens dengan tetap 

memberikan label halal dan mencantumkan nomor merek sesuai 

dengan yang telah didaftarkan oleh tiens. Dalam pemasarannya sendiri 

memiliki resiko yang tinggi karena menggunakan merek sendiri. 

Berdasarkan wawancara dengan owner @tiensstoremalang bapak 

Oryza Indo Putra beliau mengatakan bahwa “kenapa memilih untuk 

melakukan repack ? dikarenakan dalam repack ini sendiri memiliki 

banyak sekali keuntungannya daripada harus menjual spirulina dalam 

jumlah besar seperti perbotolnya”.55 Bapak Oryza Indo Putra sendiri 

dalam pemasaran produk repack sudah memiliki 20 reseller dengan 

target beliau dalam penjualan sebesar 20 juta rupiah setiap bulan. 
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       Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Hak Merek Pasal 1 ayat (1) “Merek adalah tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 

perdagangan barang dan/atau jasa”, maka untuk pengusaha yang 

melakukan repack  produk  seharusnya melakukan pendaftaran merek 

untuk memasarkan produk dengan mereknya sendiri agar bisa 

dipertanggung jawabkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

dalam proses berbisnis. Tetapi repack yang dilakukan oleh 
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@tiensstoremalang ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan 

dengan owner bapak Oryza Indo Putra bahwa “Dalam proses repack 

dan penjualannya kepada konsumen tidak perlu melakukan 

pendaftaran merek baru karena dalam kemasan repack tersebut tetap 

mencantumkan nomor BPOM seperti yang sudah terdaftar oleh 

produk tiens khususnya spirulina meskipun dalam kemasannya 

menggunakan merek sendiri”.56  

 

       Berhubungan dengan kegiatan repack, di Indonesia sendiri sering 

kali produsen melakukan proses repacking yang tidak memenuhi 

standart dan tidak terjamin keamanannya yang terjual bebas di 

beberapa situs jual beli online seperti tokopedia, lazada, shopee dan 

masih banyak lagi. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan 

oleh para produsen pada tanggal 20 April 2020 bertepatan dengan hari 

konsumen nasional, komunitas konsumen Indonesia yang diketuai oleh 

bapak David Tobing melakukan investigasi mengenai barang repack 
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berupa produk makanan dan minuman yang diduga telah kadaluarsa 

yang kemudian di kemas ulang dan dijual menggunakan plastic bening 

yang dimulai pada tanggal 5 september 2019 sampai dengan 01 april 

2020 menemukan barang yang diduga palsu dan sudah kadaluarsa 

yang dikemas ulang secara illegal. Hal ini disampaikan oleh beliau 

bahwa tindakan repack yang tidak sesuai dengan aturan tersebut 

melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf a, c, g, i dan ayat 2 undang-

undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Melakukan repack yang tidak mendapatkan izin juga dijelaskan beliau 

bahwa melanggar undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang 

pangan pasal 84 ayat 1 dan pasal 99, serta melanggar peraturan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) nomor 31 tahun 2018 

tentang label pangan olahan pasal 3 ayat 1 dan 3, pasal 3 ayat 1 sampai 

3, pasal 5 ayat 1, pasal 69 dan pasal 70. 57      

       Dalam HKI sendiri terkait dengan pelanggaran hak atau 

penggunaan merek oleh penggusaha lain UUM termasuk ke dalam 

undang-undang yang menganut prinsip delik aduan, dimana tidak akan 

dilakukan penangkapan atau pemeriksaan terhadap suatu masalah HKI 

kecuali mendapatkan aduan atau laporan dari pihak terkait yang 

merasa dirugikan dengan adanya pengusaha tersebut atau dari 

pemegang merek. 58  Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 
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 David Tobing,  KKI Laporkan Hasil Penelitian dan Pengawasan Penjualan Produk Yang 

Dikemas Ulang (Repack) di Situs Online, (Facebook, 20 April 2020) 
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 Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-undang 

& Integrasi Islam, (Malang: Setara Press, 2018),  55 
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salah satu reseller dari @tiensstoremalang yang merupakan owner dari 

online store @mak store ibu Wisudayanti mengatakan bahwa “dalam 

melakukan proses penjualan kepada konsumen dari pihak perusahaan 

tiens tidak mempermasalahkan cara kerja yang penting produk 

mereka terjual”. 59  

       Pembelian yang dilakukan dalam perusahaan tiens sendiri tidak 

melalui online tetapi melalui kantor cabang sehingga hal ini sangat 

mempermudah member dalam menghemat estimasi waktunya. Tiens 

di Indonesia sendiri memiliki kantor pusat di Jakarta kemudian dalam 

setiap provinsi dan setiap daerah, seperti di kota Malang sendiri stokes 

atau kantor cabang beralamat di Lowokwaru, Dinoyo, Kota Malang. 

Proses repack dalam @tiensstoremalang dilakukan dengan 

pengemasan ulang dengan pouch warna putih yang logonya sudah 

disediakan oleh komunitas dan harga penjualan sudah ditetapkan untuk 

semua member agar dalam proses penjualan dipasar tidak terjadi 

perang harga antara member satu dengan yang lainnya.  

       Merujuk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pasal 7 ayat (2) mengenai kewajiban pelaku 

usaha yaitu “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. 60  Undang-

undang ini menjelaskan bahwa dalam melakukan penjualan pelaku 
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 Wisudayanti, Wawancara, (4 Maret 2020) 
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usaha harus memberikan keterangan dalam produknya secara lengkap 

agar konsumen bisa memahami dan membaca secara jelas mengenai 

manfaat, komposisi, cara pemakaian, dsb.  

       Dalam produk repack “Health Breast Mask” oleh 

@tiensstoremalang dalam kemasannya selain mencantumkan 

kegunaan dia juga mencantumkan nomor BPOM dari spirulina yang 

telah terdaftar. Isi dari produk repack ini merupakan spirulina dimana 

spirulina memiliki banyak sekali kandungan didalamnya. Dalam tiens 

sendiri tidak pernah mencantumkan secara spesifik manfaat apa saja 

yang bisa didapatkan dengan mengkonsumsi atau penggunaan untuk 

fisik terhadap produk spirulina, tetapi dalam tiens dijelaskan bahwa 

produk spirulina ini Dalam produk tiens tersebut ditulis bahwa 

spirulina memiliki fungsi memelihara kesehatan dan membantu 

memelihara daya tahan tubuh.  
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       Tetapi dengan berkembangnya teknologi mengungkapkan bahwa 

produk spirulina ini juga baik untuk digunakan sebagai masker wajah 

juga sebagai masker payudara. Salah satu reseller sekaligus owner dari 

@mak store mengungkapkan bahwa “dalam proses pembelian ini 

nanti pembeli akan diberitahukan isi dari kemasan dan juga 

penjelasan mengenai kenapa spirulina ? apa perbedaan dengan yang 

digunakan untuk masker wajah dsb dan itu merupakan rahasia 

perusahaan”.61 

       Mengenai polemik isi dalam produk repack yang diperjual belikan 

oleh para owner dan juga reseller @tiensstoremalang, berdasarkan 

observasi yang dilakukan penulis dalam situs lazada pada akun 

@tiensstoremalang menemukan beberapa komentar dan juga bintang 

yang diberikan sesuai dengan angka kepuasan pelayanan dari penjual 

kepada konsumen, berdasarkan komentar dan bintang penulis 

menyatakan bahwa mereka atau konsumen bisa dikatakan puas dengan 

hasil dan juga pelayanan yang mereka dapatkan dari produk Health 

Breast Mask tersebut, karena dianggap sesuai dengan manfaat yang 

dicantumkan dalam kemasan yaitu sebagai masker pembesar payudara. 
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       Semakin dikenalnya spirulina oleh masyarakat sebagai suplemen 

yang disebut sebagai superfood yang terbuat dari ganggang laut yang 

berwarna biru kehijauan sehingga aman utuk dikonsumsi membuat 

banyak sekali penelitian yang mengungkap manfaat lain dari spirulina 

seperti: (a) Mengatasi diabetes; (b) Menjadi antiracun; (c) Mencegah 

penyakit jantung; (d) Menurunkan kolesterol; (e) Menjaga kesehatan 

mental; (f) Mendukung penurunan berat badan; (g) Mengurangi gejala 

alergi; (h) Menurunkan tekanan darah; (i) Menaikan metabolisme; (j) 

Tinggi antioksidan dan antiradang; (k) Berpotensi melawan kanker; (l) 

Mengatasi anemia; (m) Meningkatkan ketahanan otot.62 

       Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama dua minggu 

terhitung pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020 

bahwa tinjauan hukum positif di Indonesia praktik repack produk 

                                                 
62

 Anita Djie, “13 Manfaat Spirulina yang Menakjubkan”, https://www.sehatq.com, diakses 
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impor pengusaha online pemilik @tiensstoremalang adalah secara 

garis besar pada penjualan produk tiens di @tiensstoremalang 

memiliki beberapa sisi tersendiri. Pada sisi penjualan produk tersebut 

tergolong cukup dikenal dikalangan masyarakat terutama pada usia 

remaja. Hal tersebut karena target penjualan ditujukan untuk usia dari 

18 tahun hingga 24 tahun. Dari target tersebut dapat dilihat bahwa 

owner memiliki strategi yang baik dengan membuat target pemasaran 

yang jelas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan remaja saat ini.  

       Disisi lain menurut hukum positif di Indonesia repack termasuk 

kedalam tindakan yang dilarang karena hal tersebut termasuk 

menggunakan hak merek milik orang lain untuk kegiatan komersil. 

Namun secara hukum tindakan tersebut tidak dapat dipidanakan 

apabila pemegang merek tidak membuat laporan atas pelanggaran hak 

merek yang dilakukan oknum kepada pihak yang berwajib.  

       Melihat fenomena tersebut kegiatan penjualan secara repack 

selama tidak merugikan siapapun  dan memberikan manfaat kepada 

pihak yang terkait tidak sepenuhnya dikatakan sebuah tindakan 

larangan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diperlukan 

sebuah aturan dalam satu komunitas gar dlam satu kota untuk 

penjualan produk repack tidak terjadi miss komunikasi. Peraturan 

tersebut dapat berupa harga yang telah ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan bersama.63 
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2. Tinjauan Saddu Adz-Dzari’ah Terhadap Repack Produk Impor 

oleh @tiensstoremalang. 

       Ditinjau dari perspektif hukum Islam, tampil cantik didepan suami 

atau istri merupakan salah satu anjuran Rasulullah shallallahu‟alaihi 

wassallam untuk para perempuan, beliau bersabda: “sebaik-baiknya 

istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika 

engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu disaat 

engkau pergi” (HR. Ath Thabrani). Melakukan pengemasan ulang 

terhadap suatu produk tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak 

dibenarkan, karena hak merek merupakan harta bagi pemiliknya. Islam 

selalu mengajarkan untuk menghargai milik orang lain dan hasil jerih 

payah dari seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam surat an-

Nisa‟ ayat 29: 

َْ رغَِبسَحً  ْْ رىَُٛ َ ًِ إلِاَّ أ ُْ ثِبٌجْبَطِ ُْ ث١َْٕىَُ اٌىَُ َٛ ِْ َ ُٕٛا لَا رأَوٍُُْٛا أ َِ َٓ آ َّز٠ِ ب اٌ َٙ ُّ ٠بَ أ٠َ

ب ًّ ُْ سَؽ١ِ َْ ثِىُ َ وَب َّْ اللََّّ ُْ ۚ إِ لَا رمَزٍُُْٛا أَْٔفسُىَُ َٚ  ۚ ُْ ٕىُْ ِِ ْٓ رشََاؼٍ   ػَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”64  

       Sebagai Negara hukum yang mayoritas masyarakatnya beragama 

Islam selain berpedoman pada aturan pemerintah juga berpedoman 

pada alquran dan hadits atau fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI. 
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Seperti pada ayat Al-Qur‟an di atas menjelaskan bahwa dalam 

melakukan kegiatan perniagaan atau jual beli haruslah dilaksankan 

secara adil. Baik antar penjual dengan pembeli maupun dengan 

sesama penjual. Setiap penjual harus dapat membedakan mana yang 

hak dan yang batil agar tidak merugikan pihak manapun. 

       Kemudian dalam berbagai hadits juga dijelaskan bagaimana harta 

sesama manusia itu dilindungi oleh pemiliknya dan kita tidak boleh 

mengambil harta tersebut tanpa izin dari pemilik harta tersebut seperti 

hadits riwayat Ahmad “Rasulullah SAW menyampaikan khutbah 

kepada kami, sabdanya: ketahuilah tidak halal bagi seseorang 

sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..” 

(HR. Ahmad). 

       Dijelaskan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) menyebutkan ketentan hukum Islam 

yaitu: 

1. HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) 

yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal 

(kekayaan). 

2. HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam merupakan 

HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
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3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma‟qud „alaih), baik akad 

mu‟awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru‟at 

(nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. 

4. Bentuk pelanggaran HKI, seperti menggunakan,  mengungkapkan, 

membuat, memakai, menjual,  menginpor, mengekspor, 

mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, 

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang 

lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah 

haram.65 

       Pemerintah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan 

beberapa peraturan termasuk undang-undang hak merek nomor 20 

tahun 2016 dan juga fatwa MUI tentang perlindungan HKI sebagai 

upaya untuk melindungi hak setiap warga negaranya yang memiliki 

hak kekayaan intelektual agar semua hak-haknya terpenuhi dengan 

baik, jika ditinjau lebih dalam pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Hak Merek Pasal 1 ayat (1) bahwa merek adalah tanda 

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, 

huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 

(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 

unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa hal ini sejalan dengan hukum Islam yang 
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menjelaskan bahwa merek merupakan salah satu huquq maliyyah (hak 

kekayaan) yang memiliki perlindungan hukum, seperti yang 

disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 

1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI).                                                                                             

       Dalam hukum Islam merek merupakan bagian dari hak milik 

pribadi. Hak milik pribadi merupakan hak milik syara pada individu 

untuk memanfaatkannya secara pribadi baik dalam bentuk benda 

maupun jasa. Seperti disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) poin 4 bahwa setiap 

bentuk pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada  

menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, 

menginpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, 

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak 

HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan 

hukumnya adalah haram.  

       Seperti fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat, mayoritas 

perempuan sangat mementingkan penampilan fisik mereka. Kulit 

yang bersih, sehat, tetap awet muda, badan yang proporsional menjadi 

dambaan perempuan masa kini. Berbagai produk perawatan seluruh 

badan pun semakin banyak diciptakan untuk mengikuti perkembangan 

zaman, berbagai jenis perawatan yang sifatnya dapat mengubah 
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ciptaan Allah maka hukumnya haram sebab ciptaan Allah pada 

dasarnya adalah baik. Allah SWT berfirman: “sesungguhnya kami 

telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS. 

At Tiin: 4). Mengubah ciptaan Allah berarti mengingkari nikmat 

Allah dan mengikuti bujukan setan sebagaimana Allah subhanahu wa 

ta‟ala terangkan dalam firman-Nya bahwa salah satu misi setan adalah 

menyuruh manusia untuk merubah ciptaan-Nya: “dan aku suruh 

mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka 

mengubahnya” (QS. An Nisaa‟: 119). Jika seorang perempuan 

melakukan operasi plastik untuk sekedar tampil cantik secara instan 

dan permanen maka sebaiknya tidak perlu dilakukan karena dapat 

mengubah ciptaan Allah dari kondisi normalnya.  

       Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan bahwa Islam 

memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada 

tanpa mengubahnya. Kalau ingin merubah maka ubahlah mental dan 

akhlak kita menjadi lebih baik karena disitu letak daya tarik hakiki 

dari seorang wanita. Selain itu, syariat Islam telah menyatakan dengan 

tegas beberapa tindakan yang haram dilakukan wanita dalam 

mempercantik diri karena termasuk merubah ciptaan Allah yaitu 

mencabut alis, menyambung rambut, mengikir gigi, dan mentato 

tubuh. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Allah 

melaknat wanita penyambung rambut dan yang minta disambung 

rambutnya, juga wanita pembuat tato dan yang minta ditato” (HR. 
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Bukhari, Muslim, dan Tirmudzi). Dalam hadits dari Abdullah bin 

Mas‟ud juga menyebutkan, “Rasulullah melaknat orang-orang yang 

memasang tato, menajamkan gigi, mencabut alis mata, dan yang 

mengubah ciptaan Allah.” (HR. An Nasa‟i).  

       Dengan demikian maka tindakan apapun yang dapat merubah 

ciptaan Allah dari kondisi normalnya, hukumnya haram dilakukan 

termasuk melakukan operasi untuk mengencangkan kulit yang sudah 

keriput kecuali jika seorang wanita memiliki suatu penyakit atau 

kelainan yang membuat wajahnya tidak seperti wanita normal maka 

dia boleh melakukan operasi, misalnya seorang wanita yang usianya 

baru 20 tahunan tetapi wajahnya sudah banyak keriput karena suatu 

penyakit tertentu maka dia boleh melakukan operasi untuk 

mengembalikan wajahnya sesuai usia normalnya.  

       Hal ini dapat dianalogikan pada kasus anak yang terlahir dengan 

bibir sumbing. Menurut para ulama hal semacam ini boleh dioperasi 

untuk mengembalikan bibirnya pada keadaan normal. Akan tetapi jika 

wanita tersebut memang usianya sudah 50 tahunan dan secara normal 

memiliki beberapa keriput di wajahnya maka tidak boleh tidak boleh 

melakukan operasi untuk menghilangkan keriputnya apalagi membuat 

wajahnya lebih muda puluhan tahun. 

       Jika perawatan memperbesar payudara itu hanya sebatas merawat 

dan menjaga ciptaan Allah agar tetap baik maka hukumnya boleh, 

misalnya rutin olahraga agar tubuh tetap sehat juga untuk 
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mengencangkan payudara dan juga menggunakan masker atau krim 

agar kulit tetap kencang dan bisa menambah volume payudara. Hal ini 

boleh dilakukan karena termasuk kedalam merawat tubuh bukan 

mengganti seperti melakukan operasi plastik. Namun pada umumnya 

para ulama tetap tidak membolehkan melakukan operasi kecuali 

dalam keadaan darurat, seperti untuk pengobatan dan sebagainya.66 

       Untuk menghindari berbagai kedzaliman yang akan terjadi dalam 

dunia usaha seharusnya dilakukan suatu pengawasan terhadap setiap  

produk yang diperjual belikan kepada masyarakat, dan hal ini 

memang sudah dilakukan dan berjalan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), jika dilihat dari  saddu al-dzari‟ah maka 

melakukan proses pengawasan merupakan salah satu proses untuk 

menghindari terjadinya saddu al-dzari‟ah. Pada masa sekarang dalam 

dunia perdagangan dan usaha dengan begitu maraknya wadah yang 

memudahkan bagi pelaku usaha untuk melakukan penjualan  sangat 

minim dilakukannya pengawasan  terhadap setiap  produk  yang dijual 

dikarenakan banyaknya juga produk yang diperjual belikan yang juga 

diiringi dengan begitu besarnya minat dari masyarakat seperti produk 

kecantikan.  

       Dengan menggunakan teori saddu al-dzari‟ah maka ketentuan ini 

bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang berguna 

untuk melindungi hak konsumen dan juga hak pemegang merek. 

                                                 
66

 Bukuyuni, Hukum Perawatan/Mengubah Fisik dan Wajah Menurut Syariat Islam (Hukum 

Mengubah-ubah Bentuk Tubuh), SandeqPosNewsAdmin, 29 Juni 2020 
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Dalam buku karya Abdul Karim Zaidan  dzara‟i berarti sarana-sarana. 

Jika sarana  itu membawa  kepada perbuatan haram atau suatu 

kerusakan, maka sarana tersebut  haram hukumnya dan wajib ditutup 

juga dicegaah untuk menghilangkan berkembangnya sarana 

kerusakan. Dan jika sarana ini membawa kepada terwujudnya hal-hal 

yang dituntut dalam syari‟at, maka sarana ini juga dituntut. Sarana 

dicegah dan dihalangi jika membawa kerusakan, namun wajib dan 

dibolehkan jika membawa kemashlahatan.67   

       Repack merupakan suatu kegiatan pengemasan ulang yang dalam 

melakukannya menggunakan produk orang lain dan kemudian 

dipasarkannya dengan menggunakan merek sendiri. Dalam penelitian 

ini produk yang digunakan merupakan produk tiens yang dikemas 

ulang dan dipasarkan menjadi produk pembesar payudara. Mengenai 

penggunaan hak merek sendiri diatur dalam undang-undang nomor 20 

tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis sedangkan 

dalam hukum Islam diatur dalam fatwa MUI. 

Seiring berkembangnya kebutuhan yang ada di masyarakat 

khususnya akan produk kesehatan dan juga kecantikan. Inovasi-

inovasi baru dilakukan untuk menjawab permintaan pasar. Namun hal 

tersebut tentunya perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan agar tidak menimbulkan penyimpangan yang merugikan 

pihak terkait. Berdasarkan penjelasan repack produk di atas perspektif 

                                                 
67

 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari‟ah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 257 
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saddu adz-dzari‟ah kegiatan tersebut tidak dilarang. Hal itu karena 

produk yang dihasilkan tidak merugikan siapapun. Baik pemilik 

merek produk maupun distributor yang melakukan repack. Walaupun 

distributor yang melakukan repack menjual produk dengan nama yang 

berbeda namun pada kemasan telah tercantum dengan jelas komposisi 

serta manfaat dari produk yang dijual sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan dan kesalahan memilih produk pada konsumen.  

 Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti pada 

tanggal 6 Maret 2020 dapat diketahui bahwa kegiatan penjualan 

produk repack secara umum tidak menimbulkan dampak  yang 

merugikan pada pihak manapun. Manfaat yang dapat diambil dari 

kegiatan ini diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru yaitu 

akan ada banyak peluang bisnis yang dihasilkan dan akan menekan 

angka pengangguran yang ada di Indonesia, lalu selain itu juga dapat 

meningktakan daya kreatifitas sumber daya manusia untuk 

menciptakan inovasi- inovasi baru dan mampu bersaing di dunia 

pemasaran khususnya dibidang kesehatan dan kecantikan. Walaupun 

kegiatan ini memiliki manfaat namun tetap saja repack merupakan 

pengemasan ulang produk milik orang lain dan dipasarkan dengan 

merk sendiri. Hal tersebut bisa merugikan konsumen dengan adanya 

pembohongan produk yang biasanya dijual lebih mahal harganya 

daripada harga semula dan dengan ukuran yang berbeda juga. Tetapi 
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di Indonesia hal itu dapat ditekan dengan adanya peraturan yang ada. 

Baik peraturan dari pemerintah maupun fatwa MUI. 
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BAB V 

PENUTUP 

        

       Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai (a) kesimpulan mengenai fokus 

penelitian yaitu tinjauan hukum positif dan saddu adz-dzari‟ah di Indonesia 

praktik repack pengusaha online pemilik @tiensstoremalang.  

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil sebuah 

kesimpulan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dalam perspektif hukum positif dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

kegiatan jual beli secara repack menggunakan produk tiens yang dijual 

pada akun lazada @tiensstoremalang menurut undang-undang nomor 20 

tahun 2016 tentang hak merek merupakan suatu pelanggaran karena dalam 

penjualannya menggunakan merek pribadi tetapi menggunakan barang 

milik perusahaan lain yang udah terdaftar hal ini dalam penggunaan merek 

orang lain tanpa izin termasuk kedalam pelanggaran yang dilarang oleh 

undang-undang, sedangkan dalam permasalahan penggunaan merek tiens 

berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan owner @tiensstoremalang 

sekaligus member tiens rate 8 hal ini diperbolehkan dilakukan dengan 

alasan: (1) pihak perusahaan tiens tidak mempermasalahkan maupun 

menuntut seperti diketahui bahwa merek merupakan delik aduan; (2) ada 

jalinan kejasama antara keduanya dimana pelaku repack merupakan 
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member dari perusahaan tiens; (3) tiens tidak pernah mempermasalahkan 

cara penjualan yang dilakukan oleh membernya.  

2. Dalam perspektif saddu adz-dzari‟ah penjualan secara repack ini  

termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena tidak membawa 

kedalam jalan yang menimbulkan sesuatu yang buruk atau kerugian untuk 

kedua belah pihak seperti jual beli menggunakan obyek yang dilarang atau 

jual beli dengan cara menipu karena dalam proses pembelian produsen 

akan menjelaskan isinya dan juga kandungan yang terdapat dalam produk 

yang akan dibeli konsumen. 

B. Saran 

       Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan praktik repack produk impor 

bidang kesehatan perspektif hukum positif dan hukum Islam di 

@tiensstoremalang. Peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan tiens, hendaknya memberikan pelayanan yang terbaik 

untuk setiap konsumen dan juga member agar dapat menggunakan produk 

secara baik agar diperoleh hasil yang maksimal. Diharapkan juga dapat 

meningkatkan inovasi baru untuk menjawab kebutuhan yang ada di 

masyarakat dan juga untuk kebutuhan pasar. 

2. Bagi owner, hendaknya menguasai produk yang dijual agar dapat 

memberikan penjelasan mengenai manfaat dan komposisi yang digunakan 

dalam produk yang dijual kepada konsumen. 
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3. Bagi konsumen, hendaknya membaca komposisi dan kegunaan yang 

sudah tertera pada setiap produk yang akan dibeli agar tidak menimbulkan 

kerugian bagi salah satu pihak.
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LAMPIRAN 

 

 

1. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

REPACK PRODUK IMPOR BIDANG KESEHATAN MENURUT   

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM                                                                        

(DI LAZADA @TIENSSTOREMALANG) 

Narasumber  : 

Profesi   : 

Tanda Tangan : 

Bagaimana repack produk impor oleh pengusaha online pemilik 

@tiensstoremalang ? 

1. Bagaimana awal mengetahui tentang adanya produk tiens ? 

2. Apa yang membuat anda tertarik dengan produk ini sehingga menjadi 

yakin untuk memulai usaha dengan tiens ? 

3. Apa kekurangan dan kelebihan tiens menurut anda seperti dalam segi 

system ataupun perusahaannya ?  

4. Apa hak dan kewajiban bagi anggota tiens ? 

5. Bagaimana feedback yang diberikan tiens kepada diri anda setelah anda 

sukses diusaha ini ? 

6. Sejak kapan anda bergabung dengan komunitas Leader Indonesia Online 

(LION.CO) ? 

7. Bagaimana proses awal untuk bergabung dengan komunitas LION.CO ? 

8. Apa saja hak dan kewajiban bagi anggota komunitas LION.CO ? 

9. Apa yang dimaksud dengan repack dalam produk ini ?  

10. Bagaimana proses repack dalam produk ini ? 

11. Apa yang membuat anda tertarik untuk memasarkan produk repack ? 
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12. Apa suka duka anda dalam memasarkan produk repack tersebut ? 

13. Bagaimana cara anda untuk memasarkan produk repack tersebut ? 

14. Bagaimana cara anda melakukan branding agar produk repack tersebut 

dipercaya oleh konsumen ? 

15. Bagaimana system pembelian yang anda lakukan sebagai agen atau 

distributor ? 

16. Bagaimana bentuk kerjasama anda dengan para reseller ? 

17. Siapa target pemasaran anda terutama di area kota Malang ? 

18. Berapa target yang anda terapkan untuk penjualan setiap bulan atau 

bahkan setiap tahunnya ? 

19. Apakah repack  dengan merek baru yang dipasarkan mendapatkan 

persetujuan dari kantor pusat ? 

20. Apakah repack dengan merek baru sudah terdaftar ? 

21. Apakah produk repack  ini termasuk produk legal ? 

22. Apakah produk repack ini dari setiap daerah itu sama, misalnya daerah 

Surabaya dan Malang ? 

23. Apakah setiap reseller yang bergabung dalam memasarkan produknya 

dalam bentuk repack memiliki merek yang berbeda-beda ? 

24. Bagaimana tanggapan anda mengenai produk repack yang terkadang isi 

dengan deskripsi manfaat yang berbeda ? 

25. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya produk repack dengan 

peraturan yang ada di Indonesia seperti UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Hak Merek Pasal 1 “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara 

grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 

dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, 

atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan 

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam 

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”? 
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2. Wawancara 

 
 

      Wawancara dengan rate 8 tiens sekaligus owner dari @tiensstoremalang         

Bapak Oryza Indo Putra dan fouder dari lionco.id 

 

   
 

Wawancara dengan Ibu Wisudayanti owner dari @masker emak yang menjadi 

reseller dari @tiensstoremalang sekaligus member dari lionco.id
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3. Daftar Downline Tiens (Member Tiens) 
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4. @Tiensstoremalang  di aplikasi Lazada 
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5. Testimoni dari konsumen @tiensstoremalang  
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